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ABSTRAK

Kinerja seorang Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa harus
dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan
desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Kepemimpinan kepala desa juga
merupakan salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap
keberhasilan pembangunan desa. Kepala Desa dalam urusannya dibantu oleh
perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Kepala Desa dan
BPD di Desa Haduyang sudah melaksanakan fungsinya dalam pelaksanaan
pembangunan Desa dan Bagaimana pandangan Figh Siyasah tentang Fungsi
Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan
pembangunan desa, dan untuk mengetahui pandangan Figh Siyasah tentang fungsi
Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Jenis Penelitian ini tergolong penelitian lapangan ( Field Research), yang
bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan
data yang.bersumber dari data primer melalui wawancara, observasi maupun
laporan dalam bentuk dokumén Ban dafa sekunder dengan ‘mengadakan studi
pustaka (library research) berupa sumber-sumber hukum islam, dan peraturan

perundang-undangan, dokumen serta buku-dan-karya ilmiah lainnya. Data-data
yang didapat diambilSe an untm dianalisa secara sistematis

untuk menuman%lmbqgrglﬁh&sgnl é&%ﬁ'% éll(agaéﬁls dengan cara analisis
kualitatif melalui metﬁéé/b m aimgaﬁ% analisis yang menghasilkan
metode induktif yaitu t% il kesimpulan secara umum
yang didasarkan atas fakta- fék%%ﬂﬁys% husus.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Fungsi Kepala Desa
dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa kurang menerapkan asas
tranparansi dan kurang mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
sehingga peran Kepala Desa dan BPD dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai
dengan peraturan Undang-Undang Desa. Tinjauan Figh Siyasah terhadap fungsi
Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa fungsinya secara umum
kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggungjawab dalam
melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya. Hal tersebut dapat
dilihat masih adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Kurang
trasparansi atas informasi kepada masyarakat serta minimnya peran aktif Kepala
Desa dalam keikutsertaan pembangunan desa.
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Artinya: hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taati Rasul
(Muhammad), dan Ulil Amri,(pemegang kekuasaan) di antara kamu.
Kemudian , jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika
kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu,

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa’
Ayat59:(4).!

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN
LAMPUNG

'Qur’an SuratAn-Nisa 'Ayat 59:(4)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Hartanto dan Eis Tuti Maryani sebagai Bapak dan Ibuku tercinta yang telah
memberikan dukungan moril maupun materi serta do’a yang tiada terhenti
untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lautan do’a, dan tiada do’a
yang paling khusuk selain do’a yang terucap dari orang tua. Ucapan terima
kasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu
terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian bapak ibuku.

2. Adikku tersayang Egi Zikri Putranto

3. Keluarga besarku tersayang I m

4. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung

\’

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN
LAMPUNG



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Nabila Puspita, lahir pada tanggal 02 Februari 1997
di Dusun Padmosari Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. Anak
pertama dari dua bersaudara, merupakan buah cinta kasih dari pasangan Bapak
Hartanto dan Ibu Eis Tuti Maryani.
Pendidikan yang pernah di tempuh

1. SDN 01 Haduyang (Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan) lulus

tahun 2008
2. SMPN 03 Natar (Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan) lulus

tahun 2011

3. SMIK. Yadika (Kecama.tgr}xN?ta‘[ _Kabupaten Lampung Selatan) lulus

tahun2014

4. Institut Agameri Radmmpung yang sekarang telah

bertrasnsisi imerjadi Dhiversitas IslatYINedefir Radén Intan Lampung pada
RADEN INTAN

Fakultas  Syari’ah LﬂeﬂmmEjIN éjrusan Hukum Tata Negara

(SiyasahSyar’iyyah)



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah
SWT vyang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu
pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat
serta salam semoga tercurah kepada suritauladan kita, Nabi Muhammad SAW.
Nabi yang mengispirasi bagaimana menjadi seorang, pantang mengeluh, mandiri
dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya
membumi.

Skripsi ini  berjudul “TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG
FUNGSI KEPALA DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA” (.::_ S!;udi ‘(tvivi__,fDesa Haduyang /Kee. NatarKab.
Lampung Selatan) Selesainyé penu'lisa.h ékripsi ini tidak Ierpas dari bantuan,

dorongan, uluran tangmagai piw, sepantasnya disampaikan

ucapan terima kasit\ang tafas dan<do & .outAn niudahdn bantuan yang diberikan
RADEN INTAN o

tersebut mendapatkan |mbalﬂ1 ﬂ*&lﬁd@lﬁ\@_ Yang Maha Pengasih lagi Maha

Penyayang. Ucapan terima kasih ini diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M, Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung

2. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag, selaku Dekan Fakultas syari’ah UIN Raden Intan
Lampung.

3. Drs. Susiadi AS, M. Sos. I selaku ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari’ah.

4. Drs. H. Haryanto H, M.H selaku pembimbing | yang telah banyak

memberikan dorongan serta motivasi kepada mahasiswa.



10.

Eko Hidayat, S.Sos., M.H.selaku pembimbing Il selalu memberikan semangat
positif kepada mahasiswa.

Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari’ah yang telah mendidik, memberikan
waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di
Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

Bapak dan ibu staf karyawan perpustakaan Fakultas Syari’ah dan
perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung.

Sahabat yang selalu menyemangati yaitu: Tatik Novia Putri, S.Sos dan Anjeli
Adelia Febnalani Z, S.H

Keluarga besar Siyasah’A angkatan’14, wabil khusus untuk para pejuang
S'H, vaitu: Risti Yuli Praw_,eg_'g_i, S.Ij,:,v,ﬂ:Beka Marsela, S.Hi;"Meila Iskatrilia,
S.H., Rena,Septiyana, SH dah V.eré.\Aéus Indriyani, S.Hg

Almamater tercirMn Intan lm

Akhirnya, dédgdh ringan téimakasih/Ad'h tipanjatkah kehadirat Allah SWT,
RADEN INTAN

semoga segala bantuan dan a\r_nglpeilgbepﬁ-@pak dan ibu-ibu serta teman-teman

sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para

pembaca pada umumnya. Aamiin

Bandar Lampung, 31 Juli2018
Penulis

Nabila Puspita
NPM.1421020203



DAFTAR ISl

ABSTRAK ..ot et ettt re s i
HALAMAN PERSETUJUAN ..ottt ii
HALAMAN PENGESAHAN ... i
1Y/ I SRS iv
PERSEMBAHAN ..ottt st a e v
RIWAYAT HIDUP ..ottt Vi
KATA PENGANTAR ..ottt vii
DAFTAR ISL ...ttt e e eennes X
DAFTAR TABEL ..ottt Xii
BAB | PENDAHULUAN
A. Penegasan JUdUl ..o 1
B. Alasan Memilih Judul .............cooveiiiii i 2
C. Latar Belakang Masalah...............ccocovviiiiiinniciie @il 3
D. Rumusan Masalah . & B S a0 n........... 7
E-“Tujuan dan Manfadt PEREIIIAM ©..voreevveveeeeesssrreeeereeeeen ov............ 7
F. Metode-Penelitian..............cccoeveveriimnrverevoveress e e ——— 8

BAB Il LANDASAN TEORI

A. Konség UliVAmE L IAS ISLAM NEGER 13
1. PengertiRM@EiN INTAN. e, 14
2. Dasar- Dasar rNtsis‘anDaIam Islam ....ccccoviii 16
3. Pembagian tugas enegaraan lam Konsep Figh Siyasah........ 27
4. Kedudukan Imam Masjid dalam Masyarakat................cccceruennee. 39
B. Pemerintahan DESa..........ccoiiiiiiiiieie e 41
1. Pengertian Pemerintahan Desa...........cccovririiieienc i 41
2. Perangkat DESA.........cccvveiiiiieiiece e 44
C. Fungsi Kepala Desa dan BPD ..........cccociiiirininieieiee e 48
1. FungsiKepala DESa........ccccoeiverieiieiieie e 48
2. FUNQGSI BPD ... 49

BAB Il LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..........cccccocvvveiiivieec i, 52
1. Kondisi GEOGrafis .....cccvevuviiieiieie e 52
2. Kondisi DeMOQrafiS .......cccoeviiieriiie e 53
3. Sarana dan PrasaranabDesa..........cccccocvreiiieeiiiee i 56

B. Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan
DeSa HAUUYANG ....cvveivieieeie et 60



BAB IV ANALISIS
A. Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan

Pembangunan Desa di Desa Haduyang............ccccccceevveieevesicseenenn, 68
B. Pandangan Figh Siyasah terhadap Fungsi Kepala Desa dan BPD
di Desa Haduyang .........ccccoveiiiiieieeie et 71
BAB V PENUTUP
AL KESIMPUIAN L. 74
B. SAIAN ..o s 74

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

y 4] [\
~ ’

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN
LAMPUNG




DAFTAR TABEL

Tabel.1 Jumlah Data PendudUK............ccooeiiiiiiiiiiiceeceee s 54
Tabel.2 Jumlah Data Penduduk Menurut UmuUr...........ccooeieneneneninesceeene 54
Tabel.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama...........cccoererenienienenienese s 55
Tabel.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaanya..........ccccoceveeninenvnnnnne. 55
Tabel.5 Data Perkembangan Penduduk Pertahun ............ccccccoooveiiieinennne 56
Tabel 6 Jumblah Sarana 1badah.............cccooiiiiii 57
Tabel 7. Jumblah Sarana Pendidikan .............c.ccoooiiiiiiiiii 58

oA g
——y P

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN
LAMPUNG




BAB |

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan
diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak
terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami proposal skripsi ini.
Proposal skripsi ini berjudul “TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG
FUNGSI KEPALA DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA” ( Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab.
Lampung Selatan) maka perlq E_q‘itemq‘lggp istilah atau kata-Kata penting agar
tidak menimbulkan kesalah-p;hérhan. dé.l\l.arv.h} memberikan peng'ertian bagi para

pembaca sebagai berim ’

1. Tinjauan FigH-SiyasahMiatah meninjau dtduhetnantiang menurut salah satu
RADEN INTAN

aspek hukum islam yang rﬂeﬁlﬂﬁzﬁ@w@gaturan dan pengurusan kehidupan

manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu
sendiri.”
2. Kepala Desa/desa adat yang disebut dengan nama lain kepala pemerintahan

desa/desa adat yang memimpin penyelenggaraan desa.’

> Muhammad Igbal, Figh Siyasah- Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam,(Indonesia:
Pranadamedia Grou, 2014), h. 4.
* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Tentang Desa



3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang
disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.*

4. Pelaksanaan Pembangunan Desa ialah proses atau cara suatu tindakan dari
sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci® dalam upaya
peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.’

Dari uraian istilah yang terdapat dalam judul di atas, maka yang dimaksud
judul skripsi ini adalah meninjau fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan
Pembangunan Desa melalui k0n§gp Fiqh“_gi‘yasah yang terjadi di'Desa Haduyang
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung S'e.\lgatv.evlrbl.

. Alasan Memilih Juctf* gy, G

Beberapa alasieteryétlré %h}aﬁﬁdb@aﬁt/ﬂﬂhrﬁj ‘methilih judul “Tinjauan Figh

_ RADEN INTAN
Siyasah Tentang Fungsi KepﬂWw ﬁf@ Dalam Pelaksanaan Pembangunan
Desa (Studi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”

alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif.

* Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (4) Tentang
Badan Permusyawaratan Desa
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta,
GramediaPustaka Utama, 2011) h. 774
® Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22
Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (8) Tentang Penetapan Prioritas



a. Kepala Desa belum menerapkan asas keterbukaan tentang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa sedangkan jabatan dipandang sebagai amanah, perkara
berat yang kelak diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

b. Menganalisi tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan
pembangunan di Desa Padmosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung
Selatan.

2. Alasan Subjektif.

a. Sebagai bahan untuk peningkatan pembangunan Desa Haduyang Kecamatan
Natar Kabupaten Lampung Selatan.

b. Tersedianya literatur yang menunjang dalam usaha menyelesaikan judul ini.

c. Objekkajian pembahasann.ya\rsesua"i_,,“d‘;g:ngan kesyari’ahan Khususnya jurusan
Siyasahi,. o o

C. Latar Belakang MasafSi g, G

Kepala Des&’ Némitiki ! T kedutiokan Visébagai £ Bémimpin  desa  yang
RADEN INTAN

bertanggungjawab atas terlalgﬁapma:pmf@gunan desa perannya sebagai ujung

tombak pembangunan. Peran seorang kepala desa adalah hal yang sangat penting,
karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas
keputusan-keputusan penting dalam desa, mengarahkan, menampung aspirasi
masyarakat serta mengayomi masyarakatnya sehingga turut bekerjasama dalam
pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri.

Kinerja seorang Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa harus dapat
menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa

dalam melaksanakan pembangunan desa. Kepemimpinan kepala desa merupakan



salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan
pembangunan desa. Kepala Desa dalam urusannya dibantu oleh perangkat desa,
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
menjawab unsur lain, yakni Badan Permusyawaratan Desa.” Badan
Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala
desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah
wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah
dan mufakat. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD. Masa jabatan
anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi intuk 1 (satu) kali masa
jabatan béfikutnya.®

BPD merupakan Iembaga“‘perwu'jud.arnv.demokrasi dalam r‘penyelenggaraan

pemerintahan desa,%sebagaiml‘-nya desa. BPD juga

merupakan lembagal \oartt <di ‘desal pada Vera! 6tonermi! daerah di Indonesia
o RADEN INTAN

sebagai perwujudan demokraﬁl &WW@ bukan berdasarkan penggolongan.

BPD adalah Lembaga Permusyawaratan Desa yang berfungsi yang melekat

padanya menjadikan BPD sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan besar

di tingkat desa, selain kekuasaan kepala desa yang selama ini telah ada. Bahkan

dengan fungsinya sebagai lembaga legislasi dan pengawas, yang meliputi

pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pelaksanaan Pembangunan

desa serta Keputusan Kepala Desa, kedudukan BPD lebih kuat dibandingkan

7 Zuharaini, Hukum Pemerintahan Desa,(Bandar Lampung, Fakultas Syariah IAIN Raden
Intan, 2017), h.156

® Sarman, Muhammad Taufik Makardo, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia,
(Jakarta,Rineka Cipta, 2011) h.289



kepala desa. Kedudukan yang kuat ini juga dapat dilihat dari tugas dan wewenang
BPD dan hak yang dimiliki, BPD dan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan
pembangunan Desa dan kesejahteraan umum. Hak BPD antara lain meminta
keterangan kepada Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Dalam melaksanakan fungsi Kepala Desa dan BPD di Desa Haduyang
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan belum berjalan dengan baik,
Keterbukaan informasi dan prakteknya di Pemerintahan Desa Haduyang tidak
terbuka padahal asas keterbukaan pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 dimaksudkan agar warga masyarakat desa mengetahui berbagai informasi
tentang pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD.
Berhubungan dengan asas Prqfegional‘i'tgg, Kepala Desa dan® BPD di Desa

Haduyang “belum menjunjung asas 'tersebut, dari segi keterbukaan dan

akuntabilitas yang Mmerupw tidak profesional dalam

kepem|mp|nann>/ajNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN _

Pada prakteknya pelaksarElq& Rﬂlﬁpbwwr@ di Desa Haduyang tidak adanya
pemasangan informasi seputaran pembangunan jalan yang dilakukan oleh
pemerintahan desa dan terputusnya pembangunan jalan atau pembangunan jalan
tidak dilanjutan kembali oleh pemerintahan desa. Dari uraian di atas dapat
disimpulakan bahwasannya pemerintahan desa di Desa Haduyang Kecamatan
Natar Kabupaten Lampung Selatan belum melaksanakan Asas keterbukaan, belum

teralisasi dengan baik hal ini bisa di perhatikan sejak awal pelaksanaan

pembangunan tidak pernah ada pemasangan informasi seputar pelaksanaan



pembangunan desa di Desa Haduyang tersebut dalam bentuk banner atau papan
informasi.

Konsep Figh Siyasah mengatur tentang kepemimpinan vyaitu ulil amri,
meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti ulil amri ini ada yang
menafsirkan dengan kepala negara, pemerintah, ulama bahkan orang-orang Syi’ah
mengartikan ulil amri dengan imam-imam mereka yang maksum. Yang lebih
mendekati kepada makna ulil amri dari figh dusturiah adalah ahlul halli wal
aqdi®. Ahlul halli wal agdi menurut para ulama yaitu tempat konsultasi atau imam
di dalam menentukan kebijakan®, sama halnya di dalam pemerintahan desa yang
dipimpin oleh Kepala Desa.

Adapun'BPD dalam prespekti:_]c Figh,siyasah yaitu disebut dengan al-sulthah al-
tasyri’iyah “yang_ artinya kekﬁasaan' pérﬁérintah Islam _dalam membuat dan

menetapkan hukum Mjuga IeWatif. Menurut Islam, tidak
seorang pun berhak ‘theretapkan fvkurt yang/akdirdibertakukan bagi umat Islam.
e RADEN INTAN _
Hal ini ditegaskan sendiri oEW@lewéurah Al-An’am, 6: 57 (in al-hukm
illa lillah). Akan tetapi, dalam wacana Figh Siyasah, istilah al-sulthah al-
tasyri’iyah digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan
pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan
eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah), dan kekuasaan yudikatif (al-sulthah al-

qadha’iyah). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (al-sulthah al-tasyi’iyah)

berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum

° A. Djajuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu
Syariah, (Jakarta:Kencana, 2003) h. 59
* Ibid. h 76



yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan
ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.*

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui
penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu maka
penulis memilih judul : “TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG FUNGSI
KEPALA DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DESA” ( Studi di Desa Haduyang Kecamatan Natar)

D. Rumusan Masalah.

Berangkat dari pemaparan latar belakang maslah di atas, maka dapat
dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah"Kepala Desa dan .BPD di‘_.__D_,esa Haduyang sudah™ melaksanakan
fungsinya‘dalam pelaksanaan pembangﬁnan Desa?
2. Bagaimana pandangmiqh‘Siyasah tegtané—ﬁ]ngsi Kepala Desa dan BPD

dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa?* VI NEGERI

RADEN INTAN

E. Tujuan dan Kegunaan Penﬁligam PUNG

1. Tujuan Penelitian
Dalam penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu tujuan
yang diharapkan mampu dicapai yaitu :
a. Mengetahui Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan
desa.
b. Mengetahui pandangan Figh Siyasah tentang fungsi Kepala Desa dan BPD

dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.

** Muhammad Igbal, Op.cit h. 187



2. Kegunaan penelitian.
Peneliti mengharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua sisi, yaitu :
a. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan bagi
Kepala Desa dan BPD dalam meningkatkan Pembanguan Desa.
b. Kegunaan Praktis
1) Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat memberikan sumbangan
pikiran dalam fungsi Kepala Desa dan BPD untuk meningkatkan
pembangunan di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung
Selatan.

2)'Sebagai wawasan khazanah keilmuan dibidang kepemimpinan khususnya
& B [ ‘\' :

F &

bagi‘mahasiswa Fakuitas Syari’éh Universitas Islam Négéri Raden Intan

Lampung. ~ ’

3) Sebagai 'salahvsatlt persyaratar tafaM meraihfgefar Sarjana Hukum pada
RADEN INTAN

Fakultas Syari’ah UEWWW Ei‘egeri Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian.
Adapun metode penilaian yang digunakan dalam memecahkan masalah
penelitian ini yaitu:
1. Sifat dan Jenis Penelitian.
a. Sifat penelitian.
Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif
(menggambarkan) analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan

menguraikan data yang telah ada. Data-data yang didapat diambil sebagai



rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk menunjang
dalam pembahasan. Bentuk penelitian deskriptif yang digunakan yaitu
studi analisis kritis, yaitu penelitian yang berusaha mencari pemecahan
melalui analisa tentang bagaimana Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam
pelaksanaan pembangunan Desa.

b. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research)
penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya.
Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang
berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti
sertainteraksinya dengan:fﬁl;ngunggg‘.lz Penelitian ini dilakukan di Desa

Haduyang Kecamatan Natar Kabubaten Lampung Selatan.f'

2. Populasi dan Samph ’

RADEN INTAN

Populasi digunakaq_gg\tﬂh Fmeny@t@tkan seluruh elemen/anggota dari

seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.** Dalam skripsi ini
populasi nya adalah Aparatur Sipil Negara di Desa Haduyang, Masyarakat
Desa Haduyang, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda di

Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

12 Etta Mamang Sangaji, Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian,
(Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h.21.
' Juliansyah. Metodologi Penelitian (Jakarta : Kencana, 2010) h. 147



b. Sampel
Sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling, penentuan sampel
dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan
sampel*. Adapun sampel yang digunakan terdiri dari: Kepala Desa
Haduyang 1 Orang, BPD Desa Haduyang 1 Orang, Staf Desa Haduyang 5
Orang, Warga Masyarakat Desa Haduyang 8 Orang dan Jumblah 15 Orang.
3. Sumber Data.
a. Data Primer
Data primer ialah “data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung
di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan
yangiemerlukannya”'’, Data primer, di dapat dari sumbeFfiforman yaitu
individusatau perseoranééh sep‘ert‘i:-hésbil wawancara yang dilakukan oleh

peneliti. DalaMi peanan di Desa Haduyang

Kecamatan'Nata¥ Kabupaten BahipurySe ldtard> E R
RADEN INTAN
b. Data Sekunder. LAMPUNG

Data sekunder adalah “data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang
yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada™®.
Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi
kepustakaan (Libraby research). Studi kepustakaan dilakukan dengan

maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang

dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah

 Juliansyah,Op.cit, h. 155

> Igbal Hasan, Pokok-pokok Meteri Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta :
Ghalia Indonesia, 2002) h. 82

*® Ibid, h. 58



literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta
bahan-bahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan
yang akan dibahas.

4. Teknik pengumpulan data.

Alat pengumpulan data yang benarkan akan menghasilkan data yang
memiliki Kkredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak
boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri
penelitian kulitatif, beberapa metode dalam pengumpulan data’.

a. Wawancara.
Proses memperoleh penjelasan, pembuktian, dan untuk mengumpulkan
informasi secara mendalafr;nﬁ_\r‘tenta[j_g‘;\tema yang diangkat penulis dengan

menggunakan cara tanya jaWab bisa sambil bertatap miika ataupun tanpa

tatap muka. ~ ’

b. Observasi UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN

Observasi merupa@&\gwp&?qi@n mendapatkan informasi yang

diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau untuk
menjawab pertanyaan penelitian. Observasi dilakukan di Desa Haduyang
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
c. Studi Dokumentasi
Merupakan alat pengumpulan data kulitatif sejumblah besar data
tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi seperti dokumen

peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan sebagainya.

7 Sujarweni, V. Wiratama, Metode Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami
(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014) h.31



5. Analisis Data.

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu
analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis)
melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu “menguraikan gambaran
dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk
mendapatkan suatu kesimpulan umum™®, Dari hasil analisis tersebut dapat
diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam
mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang

bersifat khusus.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN
LAMPUNG

'® Soerjono Soekarno, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Perss,
1986) h. 112
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LANDASAN TEORI

A. Konsep Ulil Amri
Konsep Ulil Amri terdapat pada Figh Siyasah yaitu kepemimpinan atau imam.
Figh Siyasah berasal dari dua kata yaitu figh dan siyasah. Kata Figh berasal dari
fugaha-yafqahu-fighan. Secara bahasa figh adalah “paham yang mendalam™®®.
Sedangkan secara termologis, fighlebih populer didefinisikan sebagai berikut:
lImu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari
dalil-dalilnya yang rinci. Yang dimaksud dengan dalil-dalilnya yang rinci pada
terjemahan "kutipan diatas, bu:kanlah dakil yang mubayyaniatau dalil yang
dijelaskan “didalamnya rincia‘rlllnya sécaké aetail. Akan tetapir,' yang dimaksud

sesungguhnya adalahwtu dalilmya setiap hukum perbuatan
mukallaf yang dibahas\dalan® il it fightitu/masing=fhasinglada dalilnya, sekalipun
atau bahkan malah b;Réf?taLDiijmﬁ é%gﬁifwbersifat umum Yyang masih
memerlukan penjelasan lebih lanjut.?’

Kata siyasah yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan
memerintah: atau pemerintahan, politik dan perbuatan kebijaksanaan. Pengertian
kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur , mengurus
dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup

sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisan bahwa

siyasahadalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara

19

Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta,
Kencana, 2014) h 2
20 http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/268/502



ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. Sementara Louis Ma’luf
memberikan batasan siyasah adalah “memuat kemaslahatan manusia dengan
membimbing mereka ke jalan kemaslahatan”. Adapun Ibn Manzhur
mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan
manusia kepada kemaslahatan” %!

Setelah diuraikan definisi figh dan siyasah, baik secara etimologis maupun
terminologis, perlu juga kiranya dikemukakan definisi Figh Siyasah. Berdasarkan
pengertian etimologis dan terminologis sebagaimana dijelaskan di atas dapat
ditarik kesimpulan, Figh Siyasah adalah ilmu tata negara islam yang secara
spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia
pada ‘umumnya dan negara ,:»_;pgda th§usnya, berupa péenetapan hukum,
pengaturan, “dan_kebijakan o‘it‘ahr perheQéné }kekuasaan yang ‘bernafaskan atau

sejalan dengan ajaranha mewumslahatan bagi manusia dan

menghindarkannya Ndafi= berbagai Skemudardtahl fyang Fmungkin  timbul  dalam
RADEN INTAN

kehidupan bermasyarakat, berbangsadlan hgrpegara yang dijalaninya.?

1. Pengertian Ulil Amri
Secara etimologi, ulil amri berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua
unsur kata, yaitu: “dis" yang merupakan jamak dari “Jdis" yang berarti
menguasai, memiliki dan berarti pula mengurus atau mewakili dan memiliki

otoritas.® Dan kata “" yang dalam bentuk jamaknya “,<" dengan arti

*'Muhammad Igbal, Op.cit, h 3-4

22 Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Op.cit., h 11

> Ahmad Sunarto, Kamus Al Fikr Arab- Indonesia - Inggris & Indonesia — Arab —
Inggris (Rembang: Halim Jaya, 2012) him. 756



pekerjaan, urusan dan atau diartikan dengan perkara.”* Dengan demikian,
secara etimologi ulil amri adalah yang mempunyai urusan atau orang yang
memiliki orotitas atas seseuatu urusan/pekerjaan.

Ulil Amri  menurut istilah menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi
menyebutkan bahwa ulil amri itu adalah umara, ahli hikmah, ulama, pemimpin
pasukan dan seluruh pemimpin lainnya dan zuama yang manusia merujuk
kepada mereka dalam hal kebutuhan dan kemaslahatan umum.?

Kata-kata amir tidak ditemukan di dalam Al-Quran meskipun kata amara
banyak disebut Al-Quran yang mengarah kepada pemimpin adalah kata ulil
amri meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti ulil amri ini, ada yang
menafSirkan dengan kepala negara pemermtahan ulama bahkan orang-orang
Syi’ah mengartikan ulil amri dengan imam-imam mereka yang maksum. Yang

lebih mendekati kepfaamakns Ulil amriggfPGN Qusturi adalah ahlul halli wal

aqdi, akan tetapidkata-amir digindkan ddidmfadist tdah rupanya juga dikenal
RADEN INTAN

dikalangan para sahabat. lf%&'f‘@'l Wwﬁadi musyawarah di Tsagifah Bani
Saidah membicarakan pengganti Rasulullah dalam mengurus agama dan
mengatur keduniawian. Kata yang lebih tegas menunjuk kepada penguasa/raja

adalah kata malik/mulk dalam az-Zukhruf:51:

2 ST eden s AL G5 U6 cash g 05558 063153
P

L2 -

20 03ras Wl 535 e

**Ahmad Sunarto.Op.cit. h 13
>Tafsir Al-Maraghi, Juz 5, h 72 (http://nadirhosen.net/artikel-isnet/276-makna-ulil-amri-
dalam-Kitab-tafsir) di akses pada tanggal 10 juni 2018, waktu 13:30



http://nadirhosen.net/artikel-isnet/276-makna-ulil-amri-dalam-kitab-tafsir
http://nadirhosen.net/artikel-isnet/276-makna-ulil-amri-dalam-kitab-tafsir

“Dan Fir’aun berseru kepada kaumnya (seraya) berkata: “hai kaumku
bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan (bukankah) sungai-sungai ini
mengalir di bawahku; maka apakah kamu tidak melihat (nya)?”

Kata—kata malik/mulk digunakan untuk penguasa yang jelek maupun yang

baik seperti doa Nabi Sulaeman yang juga seorang raja (Shad: 35)

P

p
g % . ¢ _ g pw - % -t
-
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la berkata: “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugrahkanlah kepadaku
kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, sesungguhnya
Engkaulah Yang Maha Pemberi”.

\

\p—

i

Terakhir, kata sulthan yang tidak jarang digunakan untuk gelar seorang

pehguasa, buhkan di Indones,‘i@\_kata sulthan lebih banyak /dikenal dari pada

A i

Khalifah,“tmam, Malik, ataU Arhir.‘Su'dah‘tentu ucapannya disesuaikan dengan

lidah Indonesia, Mlthan tﬂf’. Kata-kata sulthan yang

menunjuk kepatl kekuasaah! memary-dikehalbaik gifdalam Al-Quran maupun

~ RADEN INTAN
Al-Hadis. LAMPUNG

. Dasar-dasar Hukum Pemerintahan dalam Islam.

Q.S. an-Nissa:58

%6 A Djazuli, Op.cit, h 59-60



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum
di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”’

Tafsir

Setelah diterangkan pada ayat yang lalu bersarnya pahala dan balasan bagi
orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka pada ayat-ayat ini
diterangkan bahwa di antara amal-amal saleh yang penting ialah:
melaksanakan amanat dan menetapkan hukum antara manusia dengan dan
jujur.

(58). Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa setelah Rasulullah saw
memasuki kota Mekah pada hari ditaklukkannya, Usman bin Talhan pengurus
Ka’bah pada waktu itu menguasai pintu Ka’bah lalu naik ke atas bubungannya.
Ia tudak mau memberikan kunci Ka’bah kepada Rasulillah saw.

Kemudian Ali bin Talib merebut kunci Ka’bah itu dari Usman bin Talhan
secara paksadan membuka Ka’bah, lalu masuklah Rasulullah ke dalam dan
salat dua raka’at. Setelah beliau keluar dari Ka’bah tampilah pamannya ‘Abbas
ke hadapannya dan meminta supaya kunci itu diserahkan dan diberi jabatan
pemeliharaan Ka’bah dan jabatan penyediaan air untuk jama’ah haji, maka
turunlah ayat ini, lalu Rasulullah saw memerintahkan Ali bin Abi Talib
mengembalikan kunci Ka’bah kepada Usman bin Talhan dan meminta maaf.

Pada ayat 58 ini Allah memerintahkan agar menyampaikan “amanat”

kepada yang berhak.

"' Q.S. An-Nissa ayat 58



Pengertian “amanat” pada ayat ini, ialah sesuatu yang dipercayakan kepada
seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.Kata “amanat” dengan
pengertian ini sangat luas, meliputi “amanat’ Allah kepada hamba-Nya, amanat
seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri.

Amanat Allah terhadap hamba-Nya yang harus dilaksanakan ialah antara
lain: melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
Semua nikmat Allah berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk tagarrub
(mendekatkan diri) kepada-Nya.

Amanat seseorang terhadap sesamanya yang harus dilaksanakan antara lain:
mengembalikann titipan kepada yang punya dengan tidak kurang sesuatu
apapun, tidak menipunya, memelihara rahasia dan lain sebagainya dan
termasuk juga di dalamnya ialah:

a. Sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apapun dengan tidak
membeda-bedakan antara satu dengan yang lain di dalam pelaksanaan
hukum, sealipun keluarga dan anak sendiri, sebagaimana ditegaskan Allah

dalam ayat ini.

Artinya: dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.®

Dalam hal ini cukuplah Nabi Muhammad saw menjadi contoh.

%8 Q.S. An-Nissa ayat 58



Di dalam satu pernyataannya beliau berdabda:

Bl cdldl &5 g Rebl 23S
Artinya: Andaikan putriku Fatimah mencuri, niscaya saya potong

tangannya.”

b. Sifat adil ulama (yaitu orang yang berilmu pengetahuan) terhadap orang
awan, seperti menanamkan ke dalam hati mereka akidah yang benar,
membimbingnya kepada amal yang bermanfaat baginya di dunia dan di
akhirat, memberikan pendidikan yang baik, menganjurkan usaha yang halal,
memberikan nasihat-nasihat yang menambah kuat imannya, menyelamatkan
dari perbuatan dosa dan maksiat, membangkitkan semangat untuk berbuat
baik dan melakukan kebajikan, mengeluarkan fatwa yang berguna dan
bermanfaat di dalam melaksanakan syari’at dan ketentuan Allah SWT

c. Sifat adil seorang suami terhadap istrinya, begitu pun sebaliknya, seperti
melaksanakan kewajiban masing-masing terhadap yang lain, tidak
membeberkan rahasia pihak yang lain, terutama rahasia khusus antara
keduanya yang tidak baik diketahui orang lain.

Amanat seseorang terhadap dirinya sendiri; seperti berbuat sesuatu yang
menguntungkan dan bermanfaat bagi dirinya dalam soal dunia dan agamanya.

Janganlah ia membuat hal-hal yang membahayakannya di dunia dan akhirat,

dan lain sebagainya.

2 H.R. Asy Syaikhan dari Aisyah.



Ajaran yang sangat baik ini yaitu melaksanakan amanah dan hukum dengan
seadil-adilnya, jangan sekali-kali diabaikan, akan tetapi hendaklah diindahkan,
diperhatikan dan diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita, untuk dapat
mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.*

Q.S. an-Nissa:59
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

(59) pada ayat jipi=Adlgh Tremerintahkan jsupaya kaum muslimin ta’at dan

patuh kepada—Nya,W%mN!/NdIA%da orang yang memegang

LAMPUNG
kekuasaan di antara mereka untuk dapat terciptanya kemaslahatan umum.

Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya, hendaklah kaum muslimin:

a. Ta’at dan patuh kepada perintah Allah dengan mengamalkan isi Kitab suci

Al-Qur’an, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya,

sekalipun dirasa berat, tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak

%0 HM. Sonhadji, AL-QUR AN DAN TAFSIRNYA JILID II JUZ 4-5-6 (Yogyakarta: Badan
Wakaf Universitas Islam Indonesia, 1990) h 209-211
1Q.S. An-Nissa ayat 59



pribadi, karena apa yang diperintahkan Allah itu mengandung maslahat
dan apa yang di larang-Nya mengandung mudarat.

Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah saw pembawa
amamat dari Allah untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-Nya. Beliau
ditugaskan untuk menjelaskan kepada manusia isi Al-Qur’an.

Allah SWT berfirman:
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Artinya: “Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur’an agar kamu menerangkan

kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka

C.

232

Patuh kepada ketentuahékéfentua{ﬁrgiang telah ditetapkan' ulil amri yaitu

orang- orang yamemegang kekuasaaﬂﬂ antara mereka. Orang-orang

ang meme kekuasaan itu meliputi: emerlntah enguasa, alim
yang memedald- KPKIRA0 |1 MRHPKIE BES Peng

-pe |N)|rl Mﬁ%ereka telah sepakat dalam

LAMPUNG
sesuatu hal, maka kaum muslimin berkewajiban melaksanakannya dengan

ulama dan permitn

syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan isi Kitab Al-
Qur’an. Kalau tidak demikian halnya, maka kita tidak wajib
melaksanakannya, bahkan wajib menentangnya, karena tidak dibenarkan
seseorang itu ta’at dan patuh kepada sesuatu yang merupakan dosa dan

maksiat pada Allah SWT.

%2Q.S. An-Nahl ayat 44



Nabi Muhammad bersabda:

dju.\ aaki 3 égi; J by

Artinya: “Tidak (dibenarkan) taat kepada makhluk di dalam hal-hal yang

merupakan maksiat kepada Khalik (Allah SwT) "

Kalau ada sesuatu yang diperselisihkan dan tidak tercapai kata sepakat
atasnya, maka wajib dikembalikan kepada Al-Qur’an dan hadis. Kalau
tidak terdapat di dalamnya haruslah disesuaikan dengan (digiaskan
kepada) hal-hal yang ada persamaan dan persesuaiannya di dalam Al-
Qur’an dan Sunnah Rasullju‘!\lrah SAW.

Tentunya yang dapat r‘r'lelakuk'an'.qiaé seperti yang dimaksud di atas ialah

orang-orang yangWgetahuWhui dan memahami isi Al-

Qur’an dan SuhnhahERasul. Dérhikian- Rehtiaklah=dilakukan oleh orang-orang

RADEN INTAN

yang benar-benar berima[\_lﬁplaﬁwm hari akhir.

Kesimpulan

a.

b.

Allah mewajibkan kepada setiap muslim yang memikul amanat, supaya
melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, baik amanat yang diterimanya
dari Allah SWT atau amanat sesama manusia.

Allah SWT memerintahkan kepada setiap muslim supaya berlaku adil

dalam setiap tindakan.

% H.R. Ahmad.



c. Allah SWT memerintahkan pula kepada kaum Muslimin supaya menaati
segala perintah-Nya, perintah-perintah Rasul-Nya dan ketetapan-ketetapan
yang ditetapkan ulil amri di antara mereka.

d. Apabila terjadi perselisihan di antara mereka, maka hendaklah diselesaikan

sesuai dengan hukukm Allah dan Rasul-Nya.**

Q.S. al-Maidah:57
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil Jadi
pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah ejekan dan
permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu,
dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada
Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.®

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
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Allah melarang orang-orfang. iLiknihNhiehgambil orang-orang Yahudi dan

Tafsir

Nasrani menjadi teman akrab, pelindung dan penolong dengan menerangkan
sebab-sebabnya, kemudian menyatakan bahwa pelindung dan penolong mereka
hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, maka pada ayat ini
Allah melarang pula orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir pada
umumnya menjadi pelindung dan penolong, baik kafir asli, seperti
penyembahan api dan sebagainya, maupun kafir yang berasal dari ahli kiyab

dan lain-lainnya.

**HM. Sonhadji, Op.cit, h 211-212
* Q.S. Al-Maidah ayat 57



(57) pada ayat ini dan beberapa ayat berikutnya dapat pula diketahui sebab-
sebab timbulnya larangan mengambil orang-orang kafir itu sebagai pelindung
dan penolong.

Menurut riwayat Ibnu dan jama’ah dari Ibnu ‘Abbas ia menceritakan;
bahwa Rifa’ah bin Zaid bin Attabut dan Suwaid Ibnu Haris, keduanya adalah
orang-orang munafik yang menyatakan dirinya beragama Islam, sehingga
banyak orang-orang Islam yang berteman akrab dengan mereka, maka turunlan
ayat ini.

Pada ayat ini Allah melarang orang-orang yang beriman untuk mengambil
orang-orang kafir yang suka mengejek dan mempermainkan agama Islam,
untuk menjadi teman akrab,.:»_pe\lrindun'g_ dan penolong, baikforang-orang kafir
asli, penyembah apin berhé‘llla dan éebégéinya, maupun yang' tidak asli seperti

ahli kitab, yaitu oraffgroraRgggahudi dangasamT

Sebagai ahliN tafsif? mehérangkah ~antarat faifr Fsebagai  berikut: Islam
membedakan antara%ﬁ&%%&%lﬁ}éﬁrﬁan orang-orang kafir musyrik
Arab, yaitu memperbolehkan makan hewan sembelihan ahli kitab dan
mengawini wanita-wanita mereka dengan syarat-syarat tertentu seperti tersebut
dalam surat Al-Ma’idah dan dilarang berdebat dengan mereka yang zalim,
sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Ankabut. Dalam ayat ini istilah “ahli
kitab” itu, adalah sebutan bagi orang-orang yang beragama Yahudi dan

Nasrani, sekalipun Kitab Taurat dan Injil yang menjadi kitab suci mereka itu

telah dicampuri oleh perkataan manusia-manusia dan mereka tidak beriman



kepada Al-Qur’an.**Adapun sebutan “Musyrik” atau “musyrikin” itu adalah

untu orang-orang kafir asli, karena mereka dari semua menyekutukan Allah

sedangkan orang-orang ahli kitab, unsur memperserikatkan Allah yang terdapat
dalam pokok akidah mereka itu datang kemudian, bukan dari ajaran mereka
yang asli.

Selanjutnya Allah SWT memerintahkan orang-orang mukmin untuk
bertagwa dan menjauhi larangan-Nya, yaitu berteman akrab dengan orang-
orang kafir baik kafir asli maupun kafir dari ahli kitab karena tidak ada alasan
lagi bagi orang-orang yang benar-benar beriman untuk berteman akrab atau
tolong menolong dengan orang-orang kafir yang mengejek dan
mempermainkan agama lain.*’

Adapun syarat-syarat pemimpin:

a. Pemimpin harus mempunyai jiwa yang adil, maksud adil adalah lawan dari
kata dzalim, sebagaimana yang sudah ditengkan diatas dalam Q.S. An-Nissa
ayat 58. Adil yang merupakan lawan dari fasig, sebagaimana yang
tercantum dalam Q.S. Ath-Thalag ayat 2 yang artinya “Dan persaksikanlah
dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu
tegakkan kesaksian itu karena Allah”. Dalam ayat ini adil yang dimaksud
adalah lebih khusus yang dimiliki oleh sosok seorang yang beriman.

b. Laki-laki sebagaimana dalam Q.S. An-Nissa ayat 34 yang artinya: ‘Kaum
laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita”. Dan diperkuat oleh hadis

Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, At-Turmuzi dan An-Nissa

% Al-Alusi, Tafsir Ruhud Ma’any 171
*” HM. Sonhadji, Op.cit, h 469-470



yang artinya “Tidak akan sejahtera suatu kaum menyerahkan
kepemimpinannya kepada seorang wanita”

. Merdeka, yang dimaksud adalah merdeka dari segala hal, dengan demikian
seorang pemimpin diharapkan mampu berpikir, bertindak, berbuat,
mengabdi dengan masyarakat dengan maksimal, artinya tidak pilih kasih
dalam menjalankan roda kepemimpinannya.

. Balig, yang dimaksud sudah dewasa dan mempunyai kecerdasan emosional.
. Berakal sehat, tidak mempunyai cacat mental, yang dimaksud adalah cerdas
yang akhirnya dapat mengemban tugas kepemimpinanya dengan baik diera
yang sangat global, karena dumasa sekarang ini jika tidak dipmpin oleh
seseorang yang cerdas maka akan terjadi pemimpin yang korup dan
akhirnya menyengsarakan rakyat.

. Bisa menjadi hakim yang dimaksud baik menguasai dalam ilmu hukum,
maupun dalam mengambil keputusan dengan ijtihad.

. Mempunyai keahlian tentang militer, ini menjadi syarat seorang pemimpin
karena seorang pemimpin harus menjaga dan melindungi rakyatnya, karena
itu seorang pemimpin seharusnya belajar dulu tentang ilmu militer dan
pertahanan.

. Tidak cacat fisik artinya agar dalam menjalankan roda kepemimpinannya

tidak terjadi keterburukan jika seorang pemimpin cacat maka tidak optimal



dalam menjalankannya karena banyak tugas yang harus dikerjakan dalam

pemerintahan.®

3. Pembagian Tugas Kenegaraan Dalam Konsep Figh Siyasah

Figh Siyasah adalah berbagai peraturan dan undang-undang yang
dibutuhkan untuk mengatur negara, sesuai dengan pokok ajaran agama guna
merealisasikan kemaslahatan umat manusia dan membantunya memenuhi
berbagai kebutuhan hidupnya®®.
Figh Siyasah membagi tugas kenegaraan dalam konsep Figh Siyasah yaitu:
a. Siyasah Dusturiyah.

Siyasah Dusturiyah adalah baglan dari Figh Siyasah yang membahas
masalah,perundang- undangan negara Dalam bagian ini dlbahas antara lain

konsep-konsepNdang-uWegara dan sejarah lahirnya

perundang- UkNdh@RdﬁlErﬁSJafﬁané@ﬂaN Hémbdga demokrasi dan syura
yang merupakan pllangerg, ij{rbperundang -undangan tersebut. Di
samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah
dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-

hak warga negara yang wajib dilindungi.*’

*Ridwan Yahya, Memilih pemimpin dalm Prespektif Islam (Jakarta: Pustaka Nawaitu,
2004) h 55-57

$¥Muhammad Igbal, Op.cit, h 16

“Ibid. h 177



Figh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas
dan kompleks. Sekalipun demikian, secara disiplin ini meliputi hal-hal
sebagai berikut:*

1) Konstitusi.

Konstitusi dalam Figh Siyasah disebut juga dengan Dusturi.
Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah
“seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik
maupun agama”. Dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang
pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut

istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar

N

hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam
“wsebuah negara,‘baik' yéngj tidak tertulis (konven‘si)‘maupun yang

tertulism. Kataﬂ&* sudah diserap ke dalam

bahasd \idonesia AyangSsalat VsathEartibya ladalah undang-undang
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Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan
sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara,
baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan
maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal

yang berkenaan dengan meteri pokok undang-undang dasar. Inti

“'A. Djazuli, Op.cit, h 47



persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang
hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah.*?
2) Legislasi.

Dalam kajian Figh Siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif
disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri’iyah, yaitu kekuasan
pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.
Unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan

hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;

b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;

c) Isi peraturan,atauhukum itu sendiri yang akan sesuai dengan

nilai-nilai dasar syariat.

Jadwata IW al-sulthah  al-tasyri’iyah

pe%NiMﬁlR%@iﬂ(@Kéﬁ’LfﬂaésNE}l@lgdﬁl syar’iyahnya  untuk
RADEN INTAN _
membentuk fij%{'!\/l]FkUN@g akan diberlakukan di dalam

masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan
semangat ajaran Islam.

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam
pemerintahan Islam, karena ketentuan dan Kketetapan yang

dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif

**Muhammad Igbal, Op.cit, h 177-178



oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif
atau peradilan.*®
3) Umamah

Kata “umamah” (di Indonesia menjadi umat) adalah sebuah
konsep yang telah akrab dalam  masyarakat  Kita.
Dalamensiklopedia Indonesia, istilah “umat” mengandung empat
macam pengertian, yaitu:

a) Bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar

iman/sabda Tuhan.

b) Penganut suatu agama atau pengikut Nabi.

c) Khalayak ramgi, dan)‘_:,;‘;;\‘
+.d) Umum, sel'llur'uh, ijé{rr;ébnusia.

Da'mlogi |S|m‘umamah” adalah sebuah

korsep 'Yang: trik/tlan tidalCdta pddananija dalam bahasa-bahasa
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Barat.Umamat&ﬁfﬁnggsal, meliputi kaum Muslim, dan

disatukan oleh ikatan ideologi yang kuat dan komprehensif, yaitu
Islam. Umamah dibutuhkan dalam rangka mengaktualisasikan
kehendak-kehendak Allah dalam ruang lingkup dan waktu agar
tercapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.**
4) Syura dan Demokrasi.
Kata “syura” berasal dari sya-wa-ra yang secara etimologi

berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejarah dengan

* Muhammad Iqgbal, Op.cit, h 1187-188
“ Ibid, h 206-207



pengertian ini, kata syura atau dalam bahasa Indonesia menjadi
“musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang dapat
diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk
memperoleh kebaikan. Dengan demikian, keputusan yang diambil
berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi
kepentingan kehidupan manusia.*

Demokrasi juga menekankan unsur musyawarah dalam
pengambilan keputusan. Demokrasi yang diartikan sebagai bentuk
kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat.*

Secara esensi;_,; c_paik )Qgr;nokrasi maupun Syura sama-sama
membatasi kek‘l'J'as'aan ber'r;(.erxivn}tah dan menekankan peran penting

masyahmengoman. Syura dan demokrasi
jugaienekankan keputtisan diambit searal musyawarah, sehingga
RADEN INTAN o
dapat mengell_n}_ggﬂﬂ kahwr@n. Secara prinsip, konsep syura
berasal dari “langit” yang diwahyukan Allah kepada manusia
melalu Nabi Muhammad SAW, sedangkan demokrasi adalah
konsep ciptaan manusia yang lahir dari Barat. Dari segi
aplikasinya, pelaksanaan demokrasi tidak terlepas dari budaya

Barat yang dalam beberapa sisi jelas-jelas berbeda dengan nilai-

nilai ajaran Islam.”’

*> Muhammad Iqbal, Op.cit, h 214
“S1bid. h 220
*" Ibid, h 222



b. Siyasah Dauliyah.

Hubungan internasional dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber
normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat
Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari Al-Qur’an dan
Hadist Rasulullah SAW. Sumber-sumber praktis adalah aplikasi sumber-
sumber normatif tersebut oleh pemerintah di negara-negara Islam dalam
berhubungan dengan negara-negara lain. Dari kedua sumber ini kemudian
ulama menuangkannya ke dalam kajian figh al-siyar wa al-jihad (hukum
internasional tentang perang dan damai).*®

Dasar-dasar yang dijadikan landasan para ulama di dalam siyasah
dauliyah dan dijadikan ,gkgran apakah siyasah dauliyah berjalan sesuai
dengam.semangat AI-Is‘I'érﬁ atau tldak édalah:

1) Kesatuan uﬂm ’
Meskipt= manusia SiniSberbédastika Ebiaigsa berbangsa-bangsa,
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berbeda warna kLﬂtAW@tﬂp@ air bahkan berbeda agama, akan
tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk
Allah, saman bertempat tinggal di bumi ini sama-sama dari Adam.
Dengan demikian, maka perbedaan-perbedaan di antara manusia harus
disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling memberikan

kelebihan masing-masing dan saling menutupi kekurangan masing-

masing.*’

*8 Muhammad Igbal, Op.cit h 251
* A. Djazuli, Op.cit, h 122



2) Al-Adalah (Keadilan)

Didalam siyasah dauliyah, hidup berdampingan dengan damai baru
terlaksanakan apabila didasarkan kepala keadilan baik di antara
berbagai negara, bahkan perang pun terjadi karena salah satu pihak
merasa diperlakukan dengan tidak adil. Oleh karena itu, ajaran Islam
mewajibkan penegakan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga,
tetangga, bahkan terhadap musuh sekalipun kita wajib bertindak adil.>®

3) Al-Musawah (Persamaan)

Manusia memiliki hak-hak kemanusian yang sama, untuk

mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia
“dihadapan hukum ke;jq_gama internasional sulit dilaksanakan apabila
tidak..di dalam kes‘;dr'ajatén é\ﬁtérhegara dan,antarbangsa. Demikian

pula setiaMdaIah W@m penanggung hak dan

kewajiban' Yaig sama S ISLAM NEGERI
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Karena kehormatan manusia inilah, maka manusia tidak boleh
merendahkan manusia lainnya dan suatu kaum tidak boleh menghina
kaum lainnya. Kehormatan manusia ini berkembang menjadi suatu
kehormatan suatu bangsa atau negara. Kerja sama internasional tidak

mungkin dikembangkan tanpa landasan saling hormat menghormati.52

> A, Djazuli, Op.cit, h 124
% 1bid, h 125
>% 1bid, h 126



5) Tasamuh (Toleransi)

Dasar ini tidak mengandung arti harus menyerah kepada kejahatan
atau memberi peluang kepada kejahatan. Sifat pemaaf merupakan
sesuatu yang sangat terpuji dan sebaliknya sifat dendam merupakan
suatu sifat yang tercela, pemaaf yang baik adalah pemaaf disertai
dengan harga diri yang wajar dan bukan pemaaf dalam arti menyerah
atau merendahkan diri terhadap kejahatan-kejahatan.>®

6) Kerja Sama Kemanusiaan.

Kerja sama kemanusiaan ini adalah realisasi dari dasar-dasar yang

telah dikemukakan di atas, kerja sama di sini adalah sama di setiap
“Wilayah dan Iingkungqn\lgemaqgs;jaan, kerja sama ini/diperlukan karena
adassaling ketergant‘llj‘ngan b‘aik:én{a}ra individu maupuh antara negara di

dunia ini. W tentu lmﬁi dilaksanakan agar saling

menguhtlingkan=dalan Suasana baik! fdén EUntuk kebaikan bersama,
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bukan kerja sama @%&ﬁpg‘pﬁjr@gsuhan dan berbuat kejahatan.
7) Kebebasan, Kemerdekaan/Al-Huriyah
Kemerdekaan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari
pengaruh hawa nafsu serta mengendalikan di bawah bimbingan
keimanan dan akal sehat. Dengan demikian, kebebasan mutlak, akan

tetapi kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap

keselamatan dan kemaslahatan hidup manusia di muka bumi.*®

5% A. Djazuli, Op.cit, h 127
% 1bid, h 128
>* 1bid, h 129



8) Perilaku Moral yang Baik (Al-Akhlak Al-Karimah)

Perilaku yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan antara
manusia, antara umat dan antara bangsa di dunia ini, selain itu prinsip
ini pun diterapkan terhadap seluruh makhluk Allah di muka bumi,
termasuk flora dan fauna, alam nabati, dan alam hewani.*®

c. Siyasah Maliyah.

Kajian siyasah maliyah (kebujakan politik keuangan negara) dalam
prespektif Islam tidak terlepas dari Al-Qur’an, Sunnah Nabi, praktik yang
dikembangkan oleh Al-Khulafah Al-Rasyidun, dan pemerintahan Islam
sepanjang sejarah. Siyasah maliyah merupakan kajian yang tidak asing
dalamlslam, terutama setelah, Nabi Muhammad SAWbeserta bagian
terpenting.dalam sistem ‘[')‘errneriritah.z;n v.iélam, karena ini ményangkut tentang

anggaran pendMelanja mram kajian ini antara lain

dibahas tentang' s(imberstrmber pehdapétan hegaratan pos-pos pengeluaran
~ RADEN INTAN
negara. Berikut ini adaE%meg@ml@ keuang negara:

1) Zakat.

Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang
diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak
menerimanya. Zakat adalah rukun Islam yang keempat. Penegasakn
kewajiban zakat ini didukung pula oleh ijma ulama yang

menempatkannya sebagai bagian dari rukun Islam. Karena itu Abu

% A. Djazuli, Op.cit, h 130



Bakar bersikukuh memerangi orang-orang yang mengingkari kewajiban
zakat ini setelah ia diangkat menjadi khalifah.

Zakat harta adalah kewajiban setiap Muslim yang merdeka dan
menguasai pemilikan harta secara sempurna serta sampai haul (tahun)
dan nishab (batas minimal). Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya
meliputi binatang ternak, emas, dan perak, makanan pokok dan buah-
buahan, hasil perniagaan dan harta rikaz (harta terpendam).”’

2) Khumus Al-Ghanaim.

Harta ghanimah (jamak: ghana’im) adalah harta yang diperoleh

umat Islam melalui jalan peperangan. Islam memperbolehkan umatnya
“merampas harta musuh yang kgl:gﬁt]‘ dalam peperanganpembagian harta
ghanimah ini diatur‘: .te'rséndiri.félévh» Allah dan Rasul-Nya. Di samping

ghanimah,w benthain yang diperoleh dari

musuh Périama, S §aI6, S yaith ApeténgKapan< imusuh  yang berhasil
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dirampas oleh Eeﬂq@PIM}Ni@ yang berhasil mengalahkan/

membunuhnya. Kedua, fai, yaitu harta musuh yang diperoleh tanpa
peperangan.®®
3) Fai’
Seperti diuraikan di atas, Fai’ adalah harta yang diperoleh dari

musuh tanpa peperangan. Pada prinsipnya, harta fai dibagikan untuk

>” Muhammad Igbal, Op.cit, h 317-319
%8 Ibid, h 321



pasukan Islam, setelah terlebih dahulu dikeluarkan hal Allah, Rasul,
karib kerabat Rasul, anak yatim, fakir miskin dan ibn sabil.>®
4) Jizyah.
Jizyah adalah pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk dar’al-
Islam yang bukan Muslim kepada pemerintahan Islam. Jizyah ini
dimaksudkan sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintahan
Islam dan konsekuensi dari perlindungan (rasa aman) yang diberikan
pemerintah Islam untuk mereka. Meskipun jizyah merupakan pajak
kepala yang harus diberikan oleh setiap non-Muslim (ahl al-dzimmi)
yang baligh, berakal, laki-laki dan mampu berperang, mereka mendapat
“dispensasi terbebas:,\ dari lggyyajiban tersebut bila® tisask mampu
membayarnya. Kaféné itlj, leyah bukanlah tujuan utama dalam

pemerintamelaikanmj‘ud loyalitas mereka saja.

Bahkar météka yang tdiakSampu ieftiayar berhak mendapatkan
_ RADEN INTAN
tunjangan negara. LAMPUNG

Pada masa daulat Bani Abbas, di bwah kepemimpinan Khalifah
Hrun al-Rasyid, terdapat klasifikasi pembayaran jizyah. Mereka yang
kaya dikenakan jizyah sebesar 48 dirham, golongan ekonomi
menengah 24 dihram. Adapun di bawah itu, seperti petani, hanya
membayar 12 dirham per kepala. Ada yang membayar jizyah dengan
binatang ternak, ada juga dengan barang dagangan. Kewajiban ini

hanya diberlakukan sekali setahun.

% Muhammad Igbal, Op.cit, h 322
% bid, h 323



5) Usyur Al-Tijarah.

Usyur Al-Tijarah adalah pajak perdagangan yang dikenakan kepada
pedagang non-Muslim yang melakukan transaksi bisnis di negara Islam.
Pajak perdagangan ini tetap diberlakukan dalam dunia perdagangan
internasional hingga saat sekarang. Mengenai kadar atau ukuran
perdagangan yang dinakan pajak tersebut adalah yang mencapai omzet
senilai 20 dinar untuk emas dan 200 dirham untuk perak. Seperti
halnya jizyah, kewajiban pajak perdagangan ini juga hanya setahun
sekali. Dan sampai saat ini masih diberlakukan di negara-negara
Islam.®*

6) Kharaj.
“Kharaj secara sé'(‘jerrhané déa-pétb diartian sebagai r'pajak tanah atau

pajak bumh ini thas tanah non-Muslim dan

dalam HalhaiEtértentliAiga dapat 'divebankanatas umat Islam. Dalam

_ RADEN INTAN o
sejarah, kata ini dltm!gijWWarl bahasa administratif Bizantium
yang makna asalnya adalah “upeti”.

Kharaj dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu kharaj yang sebanding
(proporsional) dan kharaj yang tetap. Jenis pertama dikenakan secara
proposional berdasarkan total hasil pertanian, misalnya seperdua,
sepertiga, atau seperlima dari hasil yang diperloleh. Adapun bentuk

kedua dibebankan atas tanah tanpa membedakan status pemiliknya,

apakah anak-anak atau dewasa, merdeka atau budak, perempuan atau

*"Muhammad Igbal, Op.cit, h 325-326



laki-laki, Muslim atau non-Muslim. Kewajiban membayar kharaj hanya
sekali setahun, meskipun panen yang dihasilkan bisa tiga atau empat
kali setahun.

Jumblah pajak (kharaj) yang pernah dipraktikan dalam pemerintahan
Islam beragam, sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang wajib
membayarnya dan tanah pertaniannya. Untuk tanah sawad, komposisi
jumblah pajak perjaib adalah sebagai berikut:

a) Anggur, 10 dirham
b) Kurma, 8 dirham
c) Tebu, 6 dirham
i d) Gandum, 4 dirham.;ﬁ
e)'Kapas, 5 dirhatm.é32 :

\’

4. Kedudukan Imam Masjid Dalam-MasyarakatN EGERI
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Masjid adalah tempat @Aq\hepagj,@l@h SWT, tempat shalat, dan tempat

beribadah kepada-Nya. Lima kali sehari semalam umat Islam dianjurkan
mengunjungi tempat yang paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui
azan, gamat, tasbih, tahmid, tahlil, istigfar, dan ucapan lain yang dianjurkan
dibaca di masjid sebagai bagian dari lafaz yang berkaitan dengan pengagungan
asma Allah. Selain itu fungsi masjid adalah:

a. Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadat dan mendekatkan diri

kepada Allah SWT;

*’Muhammad Igbal, Op.cit, h 327



b. Masjid adalah tempat kaum muslimin beri’tikaf, membersihkan diri,
menggebleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan
pengalaman batin/keagamaan sehingga selalu terpelihara keseimbangan
jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian;

c. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan
perseolan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.

d. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan
kesulitan-kesulitan meminta bantuan dan pertolongan;

e. Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotong-
royongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

f." Masjid dengan majelis ta_klci_\mnyahrggrupakan wahana untuk meningkatkan
kecerdasan dan ilmu pe"rllgétahdan' .fr.]ﬁéiimin;

g. Masjid adalMembinmngembangan kader-kader

pemimpiriMAVERSITAS ISLAM NEGERI
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h. Majid tempat mengurnpﬂlfwlgammyimpan, dan membagikannya; dan
I. Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi.

Fungsi-fungsi tersebut telah diaktualisasikan dengan kegiatan oprasional
yang sejalan dengan program pembangunan. Umat Islam bersyukur bahwa
dalam dekade akhir-akhir ini masjid semakin tumbuh dan berkembang, baik

dari segi jumlahnya maupun keindahan arsitekturnya. Hal ini menunjukan



adanya peningkatan kehidupan ekonomi umat, peningkatan gairah, dan

semaraknya kehidupan beragama®.

B. Pemerintahan Desa.
1. Pengertian Pemerintahan Desa.

Istilah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat
seperti negari, kampung, pekon, huta, bori dan marga. Pembentukan,
penghapusan atau penggabungan Desa ditetapkan dalam peraturan Desa
dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumblah penduduk, sosial budaya,
potensi dan lain-lain. Dilihat dari sudut pandang hukum dan politik yang lebih
menekankan kepada taat atgrgn yar_l_g‘;;\menjadi dasar peraturan kehidupan
masyarakaty,Desa dipaharﬁ‘i rsebagai‘ﬁséﬂj daerah kesatwah hukum dimana

bertempat tinggaMarakat MSa (memiliki wewenang)

mengadakan pémérirtahian lsefdiri! Pergértian i Sahigat menekankan adanya
_ RADEN INTAN _

otonomi untuk membang@ &mW%Desa bagi kepentingan penduduk

dan terkesan kuat bahwa kepentingan dan bagi kebutuhan masyarakat Desa,

hanya bisa diketahui dan disediakan oleh masyarakat Desa dan bukan dari

pihak luar®.

Desa dalam stuktur pemerintahan negara Kkita merupakan suatu

pemerintahan yang terendah, berada langsung di bawah Kecamatan sehingga

®Moh . E. Ayub, Manajemen Masjid Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus, (Jakarta,
Gema Isnani Press, 1997) h 7-8

®*Khairudin Tahmid, Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
(Bandar Lampung, IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2004) h 21



merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintahan®, bahwa
Pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam penyenggaraan pemerintahan
negara. Karena posisi penyenggaraan Pemerintahan Desa berada di bagian
yang langsung berbaur bersama masyarakat, maka di mata masyarakat aparatur
pemerintahan Desa inilah yang langsung menyelenggarakan kepentingan
masyarakat dan dianggap sebagai pelindung, panutan, dan penyelenggara
ketentraman dan kesejahteraannya. Oleh karena itu sedikit saja ada tingkah
laku dan perbuatan penyelenggaran pemerintahan Desa yang dipandang kurang
pada tempatnya, akan timbul kegelisahan pada para anggota masyarakat®®.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2,
pemerintahan desa adalah.:»_. penyelenggaraan urusan —pemerintahan dan
kepentingan,masyarakat set‘é‘mpat daléfﬁ éistem pemerintahan'Negara Kesatuan

Republik Indonesman desam?gkup pemerintahan terkecil

dilakukan oleh-petherintafian’ desa. Pemeérintahdn desa adalah Kepala Desa atau
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yang disebut dengan nﬁn}g\nﬁiﬁ,@mr@ perangkat desa sebagai unsur

penyenggaraa pemerintahan desa. Berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Desa
penyenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:

a. Kepastian hukum; adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan

landasan pengaturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam

setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa;

®Daeng Sudirwo, Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa,
(Bandung, Angkasa, 1991) h 43
**K hairudin Tahmid, Op.cit, h 20



. Tertib penyenggaraan pemerintahan; adalah asas yang menjadi landasan
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian
penyelenggaraa pemerintahan desa;

. Tertib kepentingan umum; adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan
umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

. Keterbukaan; adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang penyenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memerhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

. Proposionalitas; adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara
hak'dan kewajiban penye:[enggaragn_‘;pemerintahan desa;

. Profesienalitas; adaléh rasas‘, yang mengutamakanf keahlian yang

berlandaskan M ketentherundang-undangan;

. Akuntabilitas; ‘ddalah> asds ahg lnfenéntukair bdhwa setiap kegiatan dan
~ RADEN INTAN

hasil akhir kegmtan,_ggpmlgaggw@ pemerintahan desa harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

. Efektifitas dan efisiensi; adalah asas yang menentukan bahwa setiap

kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang

diinginkan masyarakat desa.

I. Kearifan lokal; adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan

kebijakan harus memerhatikan kebutuhan dan kepentingan umum;



J. Keberagaman; adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak
boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu,
k. Partisipatif, adalah  penyelenggaraan  pemerintahan desa yang
mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa®’
2. Perangkat Desa.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, tenaga-tenaga
yang mengisi jabatan-jabatan yang tersedia di dalam organisasi pemerintahan
desa. Ada beberapa jabatan struktural di lingkungan®pemerintah desa terdiri
dari Kepala Desa yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Perangkat
Desa. Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsure pembantu Kepala
Desa terdiri dari:

a. Sekertaris.desa yang dirﬁ'r‘)irhpin‘olérﬁ éékertaris Desa.

b. Pelaksanaan kem.ng jumbm'rtukan secara proposional.

c. Pelaksanaah/teknis; pafind banyak 8 @iga) seksip® R
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Pengangkatan Perangtab\mgg Unlml@i_s‘kan dalam pasal 64 Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tantang Desa yaitu sebagai berikut:
Pasal 64
a. Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhipersyaratan:
1) Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang

sederajat;

87 Yusnani Hasyimzoem, Hukum Pemerintahan Daerah, (Jakarta, Rajawali Pers, 2017) h
132-133

%8 Taliziduhu Ndraha, Op.cit, h 92

% Bambang Suryadi, Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa (Bandar Lampung,
Sai Wawai, 2016) h 15



2) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua)
tahun;
3) Terdaftar sebagai penduduk desa dan paling tidak telah bertempat
tinggal selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
b. Syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan
daerah Kabupaten/Kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial
budaya masyarakat.”
Pasal 66 dan Pasal 67 juga mengatur tentang pengangkatan perangkat Desa
yaitu sebagai berikut :
Pasal 66
Pengangkatan  perangkat & cpesa )‘_:,;‘gl‘ilaksanakan dengan  mekanisme

sebagaiberikut:

a. Kepala Desa @enjarinmaringan atau seleksi calon

perangkati.ﬂéﬂé\g’E RSITAS ISLAM NEGERI
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b. Kepala Desa melakﬁkﬁp\hgﬂswtﬁi@engan camat atau sebutan lain

mengenai pengangkatan perangkat Desa;

c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat
mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala
Desa; dan

d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala

Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

" Bambang Suryadi, Op.cit, h 56



Pasal 67

a.

Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota setempat yang akan diangkat
menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat
pembina kepegawaian.

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa,
yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi
|.71

perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipi

Pemberhentian Perangkat Desa diatur juga dalam Pasal 68 dan Pasal 69

yaitu sebagai berikut:

Pasali68

Y 1
Y e

3 e,
f B B 4 N

a. Perangkat Desa berhenti karena:

1) Meninggalm ’

2) Perminthah sehdiri? afanr S ISLAM NEGERI
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3) Diberhentikan. | A vIPUNG

Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ karena:

1) Usia telah 60 (enam puluh) tahun;

2) Berhalangan tetap;

3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau

4) Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

™ Bambang Suryadi, Op.cit, h 57



Pasal 69

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai

berikut:

a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain
mengenai pemberhentian perangkat Desa;

b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat
mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan
dengan Kepala Desa; dan

c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh
Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan

"Kepala Desa.”
Penghasilan tetap“‘KVepaIé [‘).e-.\svz.iﬁdan Perangkat Desa dianggarkan

dalam AnggaMn dan w Desa yang bersumber dari

Alokasi Ddnal Bé&sa(ADB) Syang-merlipakan-pentiapatan yang bersumber
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dari Anggaran Pendw%erSNa@a Negara (APBN), dan ditransfer

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
Dalam hal tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima
tunjangan dan penerimaan lain yang sah, yang bersumber dari APB Desa.
Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan yang didanai oleh APB
Desa, dan juga dapat didanai olen APBN dan APBD dari Provinsi maupun

Kabupaten/Kota melalui ADD."

2 Bambang Suryadi, Op.cit, h 57-58
Ibid, h 15-16



C. Fungsi Kepala Desa dan BPD
1. Fungsi Kepala Desa.

Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala
Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat
Desa atau yang disebut dengan nama lain.”* Kepala Desa adalah pejabat
Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari
pemerintah dan pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.”

Pada Pasal 6 UU Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintahan Desa dijelaskan tentang tugas dan fingsi Kepala
Desa, yaitu Pasal 6 Berbunyi P

a. Kepala, desa berked"L;koan‘ séAt-)axga»li Kepala Desa fyang memimpin

penyelenggaMtahan D’
b. Kepala Uaesy EbertugasS dnyelénggarakan=' Pemerintahan  Desa,
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melaksanakan pemgngﬁarw N;@nblnaan kemasyarakatan  dan
pembudayaan masyarakat.
c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala
desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
1) Menyelengarakan  pemerintahan  Desa, seperti tata praja

Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah

pertahanan, pembinaan ketentraman dan Kketertiban, malakukan

™ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25
7> Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis
Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Pasal 1 ayat (9)



upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan
penataan dan pengelolaan wilayah;

2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana
perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;

3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban
masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat,
keagamaan, dan ketenagakerjaan;

4) Pemberdayaan masyakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan, hidup,
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;

“5)'Menjaga hubungan keni)ltraan dengan lembaga masyarakat dan
“lembaga Iamnya ) |

2. Fungsi BPD (BadaMaratan I’

Badan Pert(iéya\Waratah Désd tabh VahgEdisett dengan BPD adalah
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lembaga yang melaksanalﬁr}c(qng, Qgrmr'@‘tahan yang anggotanya merupakan

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan
Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pasal30 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Badan

Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa.

’® Sinar Grafika, Peraturan Lengkap Desa (UU RI No.6 Tahun 2014), ( Jakarta: Sinar
Grafika, 2017) h 405



Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat
yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat
lainnya. Kedudukan BPD dalam struktur Pemerintahan Desa adalah sebagai
lembaga legislatif yang mewakili Warga Desa dalam Pemerintahan Desa.

BPD juga berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga:
pemerintah desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan
pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan
peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan
aspirasimasyarakat. |

Anggota..BDP adalah “v‘vakil beh.drucxjuk desa bersangkUtan berdasarkan

keterwakilan wilayMetapkan Wmusyawarah dan mufakat.
Anggota BPD térdifi Fatas Tkefoal SiktinVwargd> péfangku adat, golongan
profesi, pemuka agﬁfﬂ%%%% é%é%ﬁa masyarakat lainnya. Masa
jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD
ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling
banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah
penduduk, dan kemapuan keuangan desa.

Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua,

dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD

secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. Rapat



pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan
di bantu anggotatermuda.”’

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, dalam pasal
55 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan tentang fungsi BPD tetapi
BPD sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang menjelaskan tentang BPD
didalam Peraturan. Fungsi BPD adalah sebagai berikut:

Pasal 31
BPD mempunyai fungsi:
a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala

' Desa;

] 1 >
)1 A
S BB

b. Menampung dan menyélurkan ésb'iras"i\masyarak@tf D‘es;a.;fdah

c. Melakukan peﬂMnerja KW

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
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”’Sinar Grafika, Op.Cit, h 26-29
® Pperaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa



BAB II1I
LAPORAN PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Kondisi Geografis
Wilayah Desa haduyang terletak antara 105°14> sampai dengan 105°45
Bujur Timur dan 45°45 sampai dengan 6° Lintang Selatan terletak diatas
permukaan laut 8°12 M. Desa Haduyang mempunyai luas wilayah 766

Hektar, adapun luas wilayah menurut penggunaan:

a. Luas pemukiman : 250 ha/m2
b. Luas persawahan : 150 ha/m2
c. Luas perkebunan 90ha{m2
d. Luaskuburan :‘.|8 ha/m2

e. Luas pekarangh :110’

f. PerkantorahNIVERSITAS 150 hami2NEGERI

RADEN INTAN
g. Luas prasarana umun) lainAyas108;ha/m?2

Adapun batas wilayah desa haduyang adalah:

a. Sebelah utara berbatasan dengan desa banjar negri/ Mandah kec. Natar
b. Sebelah selatan berbatsan dengan desa branti raya kec. Natar

c. Sebelah timur berbatasan dengan desa banjar negri kec. Natar

d. Sebelah barat berbatasan dengan desa way sekampung kec. Natar

"®Hasil wawancara dengan Ibu Supriatun selaku Staf di Desa Haduyang Kec. Natar Kab.
Lampung Selatan, Tanggal 01Juli 2018 Pukul 09:27 WIB



Desa haduyang terdiri dari 7 Dusun, yakni dusun haduyang induk,
padmosari I, padmosari I, padmosari I11, sukarame I, sukarame II, sukarame
I1l. Sementara itu warna tanah sebagian besar merah dan bertekstur tanah
pasiran.®

2. Kondisi Demografis

Penduduk Desa haduyang secara garis besar penduduk yang berdomisili di
Desa haduyang terdiri dari suku Jawa 5661 orang, suku batak 73 orang, suku
minang 12 orang, suku betawi 47 orang, suku sunda 474 orang, suku Madura
32 orang, suku bali 7 orang, suku bugis 8 orang.

VPada Tahun 2018 Ini jumlah Kepala Keluarga telah Mencapai 1663
dengén jumlah Jiwa 640@',’v'€’;déng§in pr0p0r5| penduduk Iaki-laki 3039 jiwa,

sedangkén benduduk perempuannya berjumlah 3363 Orang.81

Orbitasi ' .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

a. Jarak Ke- lbu KWAWN }NanN
b. Jarak Ke- Ibu Kota I%abﬁd%ﬁ) %NI@h

c. Jarak Ke- Ibu Kota Provinsi 30 Km.

Tabel.1 Jumlah data penduduk

®Hasil wawancara dengan Ibu Rina selaku Staf di Desa Haduyang Kec. Natar Kab.
Lampung Selatan, Tanggal 01Juli 2018 Pukul 09:13 WIB

#'\Wawancara dengan Bapak Muhammad selakuStaf di Desa Haduyang Kec. Natar Kab.
Lampung Selatan, Tanggal 01 Juli 2018 Pukul 09:20 WIB



No. Jenis Kelamin 2017 2018

1. Laki-laki 3019 orang | 3039 orang

2. Perempuan 3051 orang | 3363 orang

Jumlah 6070 orang | 6402 orang
Jumlah kepala keluarga 1531 1663
Tabel.2 Jumlah data penduduk menurut umur

No. Usia 2016 2017

1. 0 - 12 bulan 175 orang 199 orang

2. >1-<5tahun 352 orang 400 orang

3 >5-<7tahun 210 orang 187 orang

4 | 9 \2 7 - < 15 tahun ( r'd i 8’9 9 922 orang* :

5 \ f”lS*"-’<—56 tahun 3553 orang | 3644 ro-rahij: g

6 >56 ~ 941 om 1050 orang

ITAS ISLAM NEGERI

Jumiah o ADEN FNTAN %42
PUNG

Tabel.3 Jumlah penduduk menurut agama

No. |Agama. Jumlah Penduduk
1. Islam 6175

2 Khatolik 95

3. |Kristen 38

4., Hindu A4




5.  [Budha 38
6. |Khonghucu 12
Jumlah 6402

Tabel.4 Jumlah penduduk menurut jenis pekerjaanya

No. [Pekerjaan Jumlah

1.  |Pegawai Negeri 149 Orang

2.  |Wiraswasta 232 Orang

3. Buruh 898 Orang

4. Dukun Kampung 10 Orang
Jumlah 1.289 Orang

Tabel.5 Datd""béfrkembangan penduduk pertahun

7 u 2o
y A F-

N

UNIVERSITAS ISLAM NEGER|
1. Penduduk TahunﬁKDEN |NTA6N)
2. |Kelahiran LAMPUNG 146
3. |[Kematian 43
4. |Datang 120
5. |Pindah 23
6. [Penduduk Tahun 2018 6402

Sumber Data: Kantor Kepala Desa

3.

Sarana dan Prasarana Desa

a. Agama dan pedidikan




Masyarakata Desa Haduyang keseluruhan menganut agama Islam, tanpa
ada masyarakat yang menganut di luar agama Islam.Agama Islam
merupakan suatu sistem nilai yang di yakini dan di jadikan pedoman hidup
masyarakat Desa Haduyang, mayarakat setempat menjadikan agama Islam
sebagai Nilai yang paling tinggi.

Jika di lihat dari segi sarana ibadah yang menjadi pusat pembinaan
kehidupan masyarakat umat Islam di Desa Haduyang dapat di katakan
cukup memadai .2

b. Sarana Ibadah

Tabel6 JumblahSarana Ibadah

No | Nama Sarana ~ Jumlah™ o
1 Majid ~ 4 ’
2 MusholdUNIVERSITAS tYSLAM| NEGERI

RADEN INTAN

3 | Gereja LAMPUNG
4 Pura -
5 Wihara

Jumlah 11

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Haduyang

82Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku Tokoh Agama di Desa Haduyang Kec.
Natar Kab. Lampung Selatan, Tanggal 01 Juli 2018 Pukul 15:35 WIB, di rumah kediaman Bapak
Ahmad.



c. Sarana Pendidikan

Tabel 7. Jumblah Sarana Pendidikan

No | Sarana Pendidikan Jumlah

1 TK 4.

2 SD 3

3. | SMP 1

5. | MM, 1 %
6. | MTS “y ) TG

7. PONDOKUNIVERSITAS TSEAM NEGERI

RADEN INTAN

Jumlah LAMPUNG

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Haduyang

d. Sosial Ekonomi dan Adat Istiadat
Mata pencharian utama masyarakat Desa Haduyang adalah menjadi
petani.Jenis usaha tani yang di lakukanoleh masyarakat Desa Haduyang
adalah jenis usaha karet, kelapa sawit, singkong jagung sawah perkebunana
dan sayur-sayuran.Di samping itu ada sebagian masyarakat yang melakukan
usaha sampingan seperti, melakukan usaha perdagangan dan pengolahan

kayu dan peternakan.Potensi pengembangan ekonomi Desa Haduyang



adalah pengembangan Usaha singkong dan jagung.Selain dari itu
masayarakat Desa juga memiliki usaha tani sayur-sayuran.®

Masyarakat Desa Haduyang menganut sistem sosial dengan
menggunakan sistem adat istiadat yang menganut tata pergaulan sosial
dalam masyarakat Desa. Maasyarakat Desa juga menganut Tradisi adat
seperti dalam acara pelaksanaan adat pernikahan, masyarakat Desa juga
melakukan  upacarasyukuran pertanian yang di lakukan sekali dalam
setahun. Peran adat istiadat dalam masyarakat Desa di lakukan untuk
meningkatkan rasa kebersamaan dan kegotongroyongan Desa dalam
membangun Desa.

Adat yang digunakan ,::bu\kanlah_{“s}ebagai landasan control sosial yang

utama,*melainkan konsep agama Islam sebagai pedoman utama mereka.

Sehingga di kmmah adman sara’, sara’ bersendikan

Kitabullah Y NIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN
e. Sarana Transportasi da&[@wwws@ NG

Sarana transportasi yang ada di Desa Haduyang, kebanyakan masyarakat
menggunakan transportasi darat.Keadaan jalan di Desa Haduyang sudah
rata-rata di aspal sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat
untuk melakukan aktivitasnya. Sarana transportasi di Desa Haduyang
menggunakan sarana transportasi yakni, kendaraan motor, mobil pekap, truk

yang berberpropesi setiap harinya, dalam keseharian kendaraan tersebut

®Hasil wawancara dengan Melly Husnawatiselaku staf di Desa Haduyang Kec. Natar
Kab. Lampung Selatan. Tanggal, 01 Juli 2018 Pukul09:35 WIB

#Hasil wawancara dengan Bapak Esom selaku Tokoh Masyarakat di Desa Haduyang
Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. Tanggal, 01 Juli 2018 Pukul15:50 WIB di Rumah kediaman
Bapak Esom



dapat di gunakan masyarakat untuk pergi ke pasar dan juga dapat di gunaka
untuk mengangkut barang dagangan dan hasil panen masyarakat desa.
Sarana komunikasi di Desa Haduyang sudah menggunakan telepon seluler
untuk berkomunkasi jarak jauh, masyarkat juga dapat menerima berbagai
informasi dan berita-berita lainnya melalui televisi dengan memanfaatkan

receriver atau parabola.®

B. Fungsi Kepala Desadan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan

Desa Haduyang Tahun 2014 - 2018

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa desa adalah
suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah orang atau penduduk yang
mempunyai  kewenangan unwkmblakszinakan tugas perﬁerintahan dan

pembangundh dipedesaan. Untuk melaksanakan tugas'—tugés“ pembangunan

tersebut diperlukan seorang peHmpin atau !eorang kepala desa dan BPD yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

memiliki kemampuan Rlﬂ BENur]NqaﬁeWai Kepala Desa dan BPD
sebagai Pelaksana Pembangdnaﬁ\mgm G

Sehubungan dengan hal diatas di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung
Selatan keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa yang ada diwilayahnya
dilihat dari kemampuan kepala desa dan BPD dalam menjalankan fungsinya
sebagai Pelaksana Pembangunan didesa yang dipimpinnya.

Kemampuan kepala desa dan BPD dalam membuat perencanaan

pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pada penelitian

®Hasil Wawancara dengan Bapak Parwoto selaku Masyarakat Desadi Desa Haduyang
Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, pada tanggal 01 Juli 2018 pukull16.15 WIB di Rumah
kediaman Bapak Parwoto



ini diDesaHaduyangKecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dimana
perencanaan pembangunan Yyaitu seperti Perbaikan Jalan, Pembangunan
Gedung BUMDes, Perbaikan Masjid, belum terealisasi.

Menurut Hasanih selaku kepala desa memberikan penjelasan mengenai
perencanaan pembangunan desa : Pelaksanaan pembangunan dilakukan
terlebih dahulu saya menjelaskan kepada masyarakat mengenai apa tujuan
pelaksanaan pembangunan tersebut, kemudian saya melibatkan kelompok-
kelompok masyarakat yang ada didesa dalam menyusun perencanaan dan
dilakukan melalui musyawarah dengan tujuan memperoleh saran-saran, ide-ide
agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.®

Kémampuan dalam merenganakqn_ sppembangunan desa/sebaiknya kepala
desa terlebih, dahulu mengédakan'mijéyéwarah dan menjelaskan tujuan dari

pembangunan terseWan baruWkan langkah-langkah dalam

pelaksanaan 'pembéafgtnan) ASelanjutnyd! Sbkake Edé-ide, dan tanggapan
RADEN INTAN

masyrakat dirumuskan daﬁwwwmbangunan desa.

Menurut Qurtubi selaku ketua BPD mengatakan : Saya selaku ktua BPD
saya merasa sudah menjalankan fingsinya dengan benar, saya menyepakati
rancangan pembangunan yang sudah disusun oleh Kepala Desa dan saya juga
sudah menyalurkan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat. Tetapi, Kepala
desa memang menjelaskan tujuan dari pelaksanaan pembangunan kepada
masyarakat melalui musyawarah desa, tetapi kepala desa tidak membuat

langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan,

®Hasil Wawancara dengan Hassani selaku Kepala Desa Haduyang Kec. Natar Kab.
Lampung Selatan, pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 10.30 WIB.



kepala desa juga tidak transparansi dalam biaya pelaksanaan pembangunan
desa. Seharusnya kepala desa itu membuat langkah-langkah misalnya, dalam
hal pengerjaan apa yang semestinya didahulukan, dalam pengadaan bahan,
kapan bahan tersebut harus sampai dilokasi pembangunan, kemudian peralatan
apa yang perlu disediakan.®’

Wawancara diatas menjelaskan fungsi kepala desa dan BPD hanya
mampu melaksanakan musyawarah dan menjelaskan tujuan dari pelaksanaan
pembangunan, akan tetapi kepala desa tidak menentukan langkah-langkah apa
yang mesti dikerjakan olenmasyarakat dan aparat desa. Sehingga masyarakat
kurang berpartisifasi dalam pelaksanaan pembangunan yang telah
direncanakan.Maka dapatdisimpulkangjgr_j hasil penelitian pada desa haduyang

kepala desa,cukup mampu dalam merencanakan pembangUnan desa, tetapi

belum bisa transpawealisasimgunan desa.
\ I il B
Kepala desaNdiaié;‘g;‘YI A%DLAM N F‘f pan dalam menggerakan

dan pengarahan aparat ddsa‘bldifl irakydrakat untuk selalu berkerjasama dalam

pelaksanaan pembangunan desa.

Menurut Rian Ramadan selaku sekertaris desa mengatakan : Sebelum
melaksanakan pembangunan desa kepala desa selalu memberikan pengarahan-
pengarahan tentang apa yang akan dikerjakan terutama kepada aparat desa dan
kepala urusan pembangunan, kemudian aparat desa diperintahkan mengajak

masyarakat untuk ikut berpartisifasi dalam setiap kegiatan pembangunan desa

8" Hasil Wawancara dengan Qurtubi selaku Kepala BPD Desa Haduyang Kec. Natar Kab.
Lampung Selatan, pada tanggal 01 Juli 2018 pukul 09.00 WIB.



berupa sumbangan uaang, tenaga, danpikiran.®

Untuk memotivasi masyarakat dalam pembangunan kepala desa harus
memberikan pengarahan kepada bawahan dan aparat desa mengenai apa yang
mestinya dikerjakan. Melalui aparat desalah nantinya bisa menjelaskan dan

mengajak masyrakat agar mau berpartisifasi dalam pembangunan.

Menurut Suwitoselaku kepala dusun mengatakan : Kepala desa tidak
memimpin langsung dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini tentu tidak bisa
memberikan motivasi dan semangat gotong-royong terutama bagi masyarakat
untuk selalu berkerjasama dengan aparat desa dan kelompok masyarakat dalam

proses.pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.®

Seharusnya kepala desa dilokasi pembangunan sangat berarti bagi

pelaksanaan pem‘Mitu senmn kepala desa datang

Iangsungkelok%fs%‘”ﬁ’éﬁ%ﬁ Jﬁ%ﬁ 5%&%%%%#%%%9& dan motivasi
RADEN INTAN

kepada masyarakat dan_ dpdat- ddsal Gahkan bisa memonitor keadaan

pelaksanaan pembangunan tersebut.

Maka dari kesimpulan hasil penelitian pada desa Haduyang kepala desa
tidak mampu dalam menggerakan aparat desa dan masyarakat untuk selalu
berkerjasama dalam pelaksanaan pembangunan desa dan kepala desa kurang
bisa mengendalikan masyarakat atau megajak masyarakat untuk ikut

berpartisifasi dalam pelaksanaan pembangunan.

® Hasil Wawancara dengan Rian Ramadan selaku Sekretaris Desa Haduyang Kec. Natar
Kab. Lampung Selatan, pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 08.45 WIB.

% Hasil Wawancara dengan Suwito selaku Kepala Dusun Desa Haduyang Kec. Natar Kab.
Lampung Selatan, pada tanggal 01 Juli 2018 pukul 14.15 WIB.



Kepala desa dan BPD dituntut mampu dalam mengambil keputusan
dengan memberikan alternatif-alternatif terbaik bagi masyarakat dan
kelompok-kelompok yang ada didesa serta tegas dengan keputusannya
tersebut.

Menurut Karman, salah satu masyarakat desa mengatakan : Keputusan
yang diambil kepala desa dan BPD dalam rangka pelaksanaan pembangunan
desa tidak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, usulan dan saran dari
masyarakat dalam musyawarah desa, keputusan yang diambil ditetapkan
oleh kepala desa itu sendiritanpa sepengetahuan masyarakat desa
Haduyang.90

Kemampuan dalam mengéfhbil k’-‘é’ﬁﬁtusan merupakan kebijakan yang

mesti diambil oleh Iﬁiﬁala desa.Keputusan iin kebijakan kepala desa

haruslah sesuz;llbiJ fgﬁqlggqugwt&@nl gal_n Alﬁ%e‘[ltg&ag Fg\rasyarakat desa yang

dihasilkanmelalui nR;&v@Ed%deNnIMutusan yang diambil tidak

LAMPUNG
bertentangan dengan kepentingan masyrakat dan masyarakat merasa

tersalurkan aspirasinya.

Maka dari kesimpulan hasil penelitian pada desa haduyang kepala desa
tidak mampu dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan
pembangunan dan kepala desa kurang memiliki ketegasan dengan keputusan

yang telah diambil sebelumnya.

% Hasil Wawancara dengan Karman selaku Masyarakat Desa Haduyang Kec. Natar Kab.
Lampung Selatan, pada tanggal 01 Juli 2018 pukul 08:30 WIB.



Kepala desa dan BPD dituntut mampu dalam mengkoordinir
penyelenggaraan pembangunan desa (melakukan pembagian tugas terhadap
aparat desa dan masyarakat desa dalam pembangunan) mengambil keputusan
dengan memberikan alternatif-alternatif terbaik bagi masyarakat dan
kelompok-kelompok yang ada didesa serta tegas dengan keputusannyatersebut.

Menurut kismi, salah satu masyarakat desa mengatakan : Dalam hal
mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan kepala desa dan BPD terlebih
dahulu membicarakannya dalam musyawarah desa. Kemudian membentuk
kelompok-kelompok unit kerja dan pembagian tugas terhadap aparat desa, dan
masyarakat desa yang meliputi, pengadaan bahan dan peralatan, serta
pengerjaan bangunan dan sebz__igginya.g"f:_

Pelaksanaan pembangunan desa akan berhasil apabilafkepala desa dan

BPD mengkoordhlenggaram'rgunan dan membentuk

kelompok- kelémipokcpgembdgran tigas kepadd-dpdratidesa, tokoh masyarakat
RADEN INTAN

dan masyarakat desa. I\{I_ewlfgﬂﬁimrw@yelenggaraan pembangunan desa

selalu kerjasama dan saling bertanggung jawab antara kepala desa dengan
masyarakat desa.

Maka dari kesimpulan hasil penelitian pada desa haduyang kepala desa
dan BPD tidak mampu dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan
dan kepala desa kurang membentuk kelompok-kelompok masyarakat dan tidak
melakukan pembagian tugasnya.

Kepala desa dan BPD dituntut memiliki kemampuan dalam mengawasi

*’Hasil Wawancara dengan Kismi selaku Masyarakat Desa Haduyang Kec. Natar Kab.
Lampun Selatan, pada tanggal 01 Juli 2018 pukul 08.20 WIB.



aktivitas- aktivitas pembangunan desa.Sehubungan dengan hal tersebut
diatas kepala desa harus mengawasi dan memonitor aktivitas-aktivitas
penyelenggaraan pembangunan desa dan apabila terjadi penyimpangan BPD
segera menegur kepala desasehingga tidak terjadi penyimpangan-
penyimpangan dalam kegiatan pembangunan dilokasi pembangunan.

Menurut Giatno, salah satu masyarakat desa mengatakan : Kepala desa
dan BPD dalam hal pengawasan kegiatan pelaksanaan pembangunan jarang
memonitor kegiatan pelaksanaan pembangunan tersebut dan kepala desa
kurang tanggap atau teliti dengan penyimpangan yang terjadi dilokasi
pembangunan dan tidak memberikan sangsi yang tegas terhadap masyarakat
atau aparat desa yang melaku.kar] penyjm,_pangan.92

Hal“ini.dibenarkan ol‘é‘h Ribut 'S‘ka).roto, salah satu masyarakat desa

mengatakan : Kep&hang tangmak peduli dengan adanya

penyimpangan-' yahg Etérjadi’ difokasi- peibangundn R Penyimpangan yang
RADEN INTAN

terjadi menurut sepengetqﬁtj&rhhaﬁww@ . pengurangan bahan material,

pengurangan jam kerja, kurang disiplin dalam menjaga keselamatan kerja.
Akan tetapi kepala desa dan BPD tidak segera memperbaiki penyimpangan
tersebut sehingga pembangunan tidak sesuai dengan target yang telah
ditetapkan.*

Mengawasi aktivitas-aktivitas pembangunan desa perlu dilakukan

kepala desa karena disanalah sumber permasalah pembangunan desa terjadi.

®2Hasil Wawancara dengan Giatno selaku Masyarakat Desa Haduyang Kec. Natar Kab.
Lampun Selatan, pada tanggal 01 Juli 2018 pukul 08.55 WIB.

®Hasil Wawancara dengan Ribut Subroto selaku Masyarakat Desa Haduyang Kec. Natar
Kab. Lampung Selatan, pada tanggal 01 Juli 2018 pukul 11:15 WIB.



Dimana sering terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan kecurangan,
seperti:pengurangan bahan, pengurangan jam kerja atau mempercepat waktu
istirahat dari waktu yang seharusnya. Hal ini perlu dilakukan perbaikan dan
tindakan serta sangsi dari kepala desa, agar proses penyelenggaraan
pembangunan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dari hasil penelitian tersebut ternyata fungsi kepala desa dan BPD
sebagai pelaksana pembangunan di Desa Haduyang Kec. Natar Kab.
Lampung Selatan tidak optimal, kepala desa dan BPD hanya sebatas
merencanakan tapi tidak merealisasikan dan kepala desa tidak transparan

dalam pelaksanaan pembangunan desa.
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BAB IV

ANALISIS

A. Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa di dalam pelaksanaan
peraturan desa, Kepala Desa memiliki tugas bersama dengan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. BPD juga
adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam
pengawasan’penyelenggaraan pempangu‘r_]gg serta pemerintahan'di Desa. Selain
itu juga berkewajiban untuk}némpe‘rléﬁéé"r}pelaksanaan tugas Kepala Desa.

Serta melaksanakan Mengawamperaturan-peraturan desa.
Pelaksanaan pehgaWasan= PeraturanS 'besy! Nange Edimhaksud  disini  yaitu
Pelaksanaan pengawaﬁ%ﬂ%%n%éﬁﬁegﬁéﬁ RPJMDes yang dijadikan
sebagai peraturan desa dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa.
Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Haduyang Kec.Natar
Kab. Lampung Selatan sejauh ini belum menunjukan kemajuan dalam hal segi
pemenuhan kemakmuran masyarakat Desa Haduyang Kec.Natar Kab. Lampung
Selatan.

Dalam hal ini pemerintahDesa Haduyang telah merencanakan pembangunan

fisik Desa berupa:

1. Perbaikan Jalan



2. Pembangunan Gedung BUMdes
3. Perbaikan Balai Desa

Dari ketiga program pembangunan di Desa Haduyang, hanya satu program
pembangunan yang terlaksanakan, merurut hasil penelitian yang dilakukan
bahwa terhambatnya tiga program pembangunan ini dikarenakan kurangnya
keikutsertaan Kepala Desa, Kepala Desa hanya memberikan penjelasan
mengenai perencanaan tanpa merealisasikannya.

Adapun Hambatan kepala desa sebagai pelaksana pembangunan disetiap
penetian yaitu sebagai berikut :
1. Dalam membuat perencanaan pembangunan desa yang diketahui dari hasil

peneltian‘adalah :

a. Masyarakat_sebagian I;éci'lb kuraﬁé Héktif dalam_ musyawarah dalam

perencanaan peﬂm ’

b. Sulitnya ménéthikan %Fﬂf@ %alMM%éﬁ %éﬁibangunan.
RADEN INTAN

2. Kemampuan dalam mﬁnﬁgﬂh@s Lpla\@@'ahan kepada bawahan atau
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah :
a. Sebagian masyarakat desa sulit untuk dikumpulkan untuk diberi
pengarahan mengenai pelaksanaan pembangunan.
b. Rendahnya pemahaman masyarakat dalam menyerap pengarahan yang
disampaikan kepala desa.

c. Masyarakat haya mau berpartisifasi apabila diberi upah atau gaji.



3. Kemampuan dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan
pembangunan adalah :

a. Dalam mengambil keputusan sering hanya dihadiri oleh aparat desa dan
tokoh masyarakat saja sedangkan masyarakat hanya hadir kadang-
kadang.

b. Dalam mengambil keputusan kepala desa sering dihadapkan pada
pertentangan antara kelompok masyarakat dan masyarakat banyak.

4. Kemampuan dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa
adalah:

a. Kurangnya kemampuan kepala desa untuk mengkoordinir tugas-tugas
penyelenggaraan pembanqugn.

b. Kurangyelasnya pembag:i.ah tugés %téré aparat desa dengan masyarakat

desa. ~ ’

5. Kemampuan U lddld R rengawdsh - Akfivitds ‘alkiVitas  dalam  proses
RADEN INTAN
penyelenggaraan pembaqgwm?_sqj\ﬁleg .

a. Kurang Kketerbukaan atas informasi kepada masyarakat tentang
pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh kepala desa.

b. Kurangnya pengawasan yang dilakukan kepala desa karena jarang datang
kelokasi pembangunan.

c. Pelaksanaan pembangunan kurang tepat waktu dalam penyelesaiannya
karena banyak penyimpangan yang terjadi dilokasi pembangunan.

d. Keterlambatan bahan material dikarenakan cuaca yang kurang

mendukung terhadap pelaksanaan pembangunan.



Berdasarkan penelitian lapangan yang sudah saya lakukan di pemerintahan
Desa terhadap fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan
bahwa segala tindakan masyarakat sudah menujukan ingin ikut serta dalam
pelaksanaan pembangunan namun kegiatan pembangunan belum maksimal, hal
ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Kepala Desa
dengan ketua BPD dan masyarakat.

Kepala Desayang ada di Desa Haduyang dipilih oleh masyarakat yang pada
umumnya memilih hanya berdasarkan status sosial saja, tidak berdasarkan
pendidikan dan usia sehingga Kepala Desa tidak dapat bekerja secara maksimal
dan masih bisa terjadi penyelewengan waktu dikarenakan tinggkat kedisiplinan
dan amanah'Kepala Desa yang, re\ndah.m.,[\,_l,amun dengan adanya kekurangan-

kekurangan “yang_ada pada Kepalé rDesa, tidak menyurutkan semangat

perangkat desa IainMnjalankmgasnya sebagai lembaga
yang menjalankaﬁjfﬂﬁ‘g'sﬁp%ﬁéﬁrﬁa%a@ LAM NEGERI
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. Tinjauan Figh Siyasah dalam/;ungsi Kepata Desa dan BPD dalam
Pelaksanaan Pembangunan Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung
Selatan

Kepala Desa dan BPD merupakan pemimpin dalam suatu instansi
pemerintahan Desa, sebagaimana kepemimpinan dalam Islam dalam tinjauan Figh
Siyasah diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul beserta Ulil Amri yaitu

pemimpin dalamlislam. Berdasarkan pada firman Allah Surah An-Nisaa’ ayat 59

sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab 2.



Dengan demikian seorang pemimpin yang kurang menaati peraturan yang telah
ditentukan maka dia kurang menjalankanamanah dalam mengemban
tanggungjawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan Figh Siyasah.
Sebagaimana hakikat kepemimpinan menurut Islam yaitu seorang pemimpin
harus melayani dan tidak meminta untuk dilayani. Maka kepala Desadituntut
untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya untuk melayani masyarakat. Sebab
tanggung jawab tersebut tidak hanya akan dipertanggungjawabkan di dunia tetapi
juga dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Akan tetapi, tanggung jawab disini bukan semata-mata bermakna
melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (atsar)
bagi yang dipimpin. Melainkan»__ lebih, dariyitu, yang dimaksud tanggung jawab
disini adalahw,lebih berarti “ ‘upaya' sé.aréng pemimpin untuk mewujudkan

kesejahteraan bagi pilmmpin. ’

Seorang pemimpin fugashards Smenjadi t81adan"dar=pelopor bagi rakyatnya
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yang memiliki sikap terhadatrﬂqiwﬁﬁu?gaéan dan kebenaran. Pemimpin yang

baik dapat menjadi panutan bagi bawahannya atau rakyat yang dipimpinnya.
Seperti  kepemimpinan Rasulullah SAW, kepribadiannya sebagai pemimpin
didalam pola berpikir, bersikap dan berperilaku, merupakan pancaran isi
kandungan Al-Qur’an sehingga sepatutnya diteladani.

Dengan demikian menurut peneliti fungsi kepala desadalam menjalankan
tugasnya secara umum kurang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam
Figh Siyasah, dalam hal ini Kepala Desa dan BPDkurang melibatkan masyarakat

dalam setiap kegiatan pembangunan dengan demikian sikap Kepala Desa



Haduyang kurang menerapkan sikap bertanggung jawab dan amanah. Seharusnya
Kepala Desa dan BPD dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas

dari penyalahgunaan kewewenangan yang dapat merugikan masyarakat.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa kurang
menerapkan asas tranparansi dan kurang mengoordinasikan pembangunan
Desa secara partisipatif sehingga peran Kepala Desa dan BPD dalam
menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa.
2. Tinjauan Figh Siyasah terhadap fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan
pembangunan desa fungsinya secara umum kurang optimal sehingga kurang
amanah, dan kurang berténggUngjawab dalam melé‘ksanakan tugas
berdasarkanweweninﬁ dan kewajibannya. Hal tersebut débat dilihat masih

adanya beberapa embangunan_ van belum__terlaksanakan. Kuran
y URIVERSPRSTS AN NEEERI &

trasparansi atas ian%s[)(EN reryTrANerta minimnya peran aktif
LAMPUNG

Kepala Desa dalam keikutsertaan pembangunan desa.
B. Saran
1. Kepada Kepala Desadan BPD diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi
pembangun-pembangunan tidak hanya merencanakan tetapi juga harus
diwujudkan. Kepala Desa dan BPD diharapkan untuk ikutserta dan berperan
aktif dalam pembangunan, hal ini guna mewujudkan cita-cita pembangunan

yang optimal dan tercapainya hidupsejahtera.



2. Kepada Pemerintah Desa harus lebih terbuka terhadap informasi tentang
kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh
pemerintah Desa. Agar masyarakat tau apa saja yang telah dibangun oleh
Desanya.

3. Kepada Masyarakat diharapkan agar bisa memberikan masukan atau saran
dan menegur jika Kepala Desa dan BPD dalam melaksanakan amanah yang
diembannya tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.
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